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DAFTAR ISi 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

~.Mliiit ~--·----,,..- .:.:.---;_- _____ ",Hi --

rto.MOll/KODI soP - .- -- .. ---;~. -. • . ,. ·• ,". :a-~;, • ~ - . ~ - .. - · .... 
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 000.8.3.3/1932.1/012/2024 

PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS 000.8.3.3/1932.2/012/2024 

PEMUSNAHAN ARSIP 000.8.3.3/1932.3/012/2024 

PENGGUNAAN RUANG DI UNGKUNGAN ISLAMIC CENTRE 000.8.3.3/1932.4/012/2024 

PROVINS! JAWA TIMUR 

SURAT MASUK INTERNAL BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 000.8.3.3/1932.5/012/2024 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 000.8.3.3/1932.6/012/2024 

KEBAKARAN 

PENANGGALUNGAN APABILA TERJADI BENCANA 000.8.3.3/1932.7 /012/2024 

KEBAKARAN 

PENETAPAN SK PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN 000.8.3.3/1932.8/012/2024 

BARANG/JASA 

PENERBITAN SPM GU PENGADAAN BARANG DAN JASA 000.8.3.3/1932.9/012/2024 

PENERBITAN SPM LS 000.8.3.3/1932.10/012/2024 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN BIRO 000.8.3.3/1932.11/012/2024 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BIRO 000.8.3.3/1932.12/012/2024 

PELAYANAN PENERIMAAN TAMU SEKRETRIAT DAERAH 000.8.3.3/1932.13/012/2024 

DAN ISLAMIC CENTRE PROVINS! JAWA TIMUR 

PENGELOLAAN BARANG ASET MIUK DAERAH 000.8.3.3/1932.14/012/2024 

PENGHAPUSAN BARANG MIUK DAERAH 000.8.3.3/1932.15/012/2024 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEGIATAN 000.8.3.3/1933.1/012/2024 



KEAGAMAAN I 
17 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN 000.8.3.3/1933.2/012/2024 j, 

I 

18 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG PEMBINAAN 000.8.3.3/1933.3/012/2024 v' KEHIDUPAN BERAGAMA 

19 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG PEMBINAAN KEHIDUPAN 000.8.3.3/1933.4/012/2024 

/t 
BERAGAMA 

20 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG SARANA 000.8.3.3/1933.5/012/2024 

PERIBADATAN 

21 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG SARANA PERIBADATAN 000.8.3.3/1933.6/012/2024 

22 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG SARANA PENDIDIKAN 000.8.3.3/1933.7 /012/2024 

~ AGAMA 

23 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG SARANA PENDIDIKAN 000.8.3.3/1933.8/012/2024 
/ 

AGAMA 
/·/ 

' 

24 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN 000.8.3.3/1933.9/012/2024 

KEAGAMAAN 

25 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN 000.8.3.3/1933.10/012/2024 

KEAGAMAAN 

26 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG LEMBAGA BINA 000.8.3.3/1933.11/012/2024 

.-
SPIRITUAL f 

27 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG LEMBAGA BINA 000.8.3.3/1933.12/012/2024 

SPIRITUAL I 

28 PERUMUSAN KEBUAKAN DI BIDANG PEMUDA 000.8.3.3/1934.1/012/2024 A 
29 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG PEMUDA 000.8.3.3/1934.2/012/2024 

30 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG OLAH RAGA 000.8.3.3/1934.3/012/2024 

31 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG OLAH RAGA 000.8.3.3/1934.4/012/2024 

32 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG KEBUDAYAAN 000.8.3.3/1934.5/012/2024 

33 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG KEBUDAYAAN 000.8.3 .3/1934.6/012/2024 

34 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG PARIWISATA 000.8.3.3/1934. 7 /012/2024 

35 EVALUASI KEBUAKAN DI BIDANG PAIUWISATA 000.8.3.3/1934.8/012/2024 



/ 

36 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG TENAGA KERJA DAN 000.8.3.3/1934.9/012/2024 

TRANSMIGRASI 

37 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG TENAGA KERJA DAN 000.8.3.3/1934.10/012/2024 

TRANSMIGRASI 

38 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN 000.8.3.3/1934.11/012/2024 

MASYARAKAT DAN DESA 

39 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAM 000.8.3.3/1934.12/012/2024 V 
MASYARAKAT DAN DESA 

40 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI 000.8.3.3/1934.13/012/2024 
Ir 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

41 EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI 000.8.3.3/1934.14/012/2024 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

42 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG PENGENDALIAN 000.8.3.3/l 934.15/012/2024 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

43 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG PENGENDALIAN 000.8.3.3/1934.16/012/2024 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

44 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN 000.8.3.3/1934.17 /012/2024 
V' 

PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 

45 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN 000.8.3.3/1934.18/012/2024 
V 

PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 

46 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN 000.8.3.3/1935.1/012/2024 

47 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN 000.8.3.3/1935.2/012/2024 

48 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN 000.8.3.3/1935.3/012/2024 

49 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG KESEHATAN 000.8.3.3/1935.4/012/2024 

50 PERUMUSAN KEBDAKAN DI BIDANG SOSIAL 000.8.3.3/1935.5/012/2024 

51 EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG SOSIAL 000.8.3.3/1935.6/012/2024 



LEMBAR PENGESAHAN 

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 

SURABAYA, 4 Maret 2024 
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

HIDAYAT S.Sos. M.M. ;,'-
Pembina Utama Muda 

NIP. 19700805 199703 1 004 



SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi 
Arsip Urusan Keaparaturan Dan Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip 
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tata Kearsipan Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip 
Keuangan Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan 
Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan 
Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
JawaTimur. 

Keterkaitan 

1. 

Peringatan 

1. Perlu adanya kepastian sistem berjalan normal 
2. Untuk memudahkan dalam pencarian arsip maka semua arsip harus di entry pada Ms. 

Excel 

NomorSOP 000.8.3.3/1932. U012/2024 
Pembuatan 4 Maret 2024 

• ,j 

1esahan 4 Maret 2024 
--~-

Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakvat 

NamaSOP Pengelolaan Arsp Dinamis 

Kualifikasi Pelaksana 

1. S1 semua jurusan 
2. Memahami Peraturan dan Perundang-Undangan 
3. Memiliki kemampuan manajerial 
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
5. Memahami tata naskah dinas 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Komputer 
2. Jaringan internet 
3. Boks Arsip 

Pencatatan dan Pendataan 

1. Ms. Excel 
2. Buku Katalog 
3. Daftar Pertelaan 



Pengelolaan Arsip Dinamis 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uralan Keglatan Ka Biro Ka Bagian Kasubag Pranata Kearsipan Kelengkapan Waktu Output 

Keterangan 
lJFU) 

1 Menerima berkas ar&lp - 1. Nota Dinas 
5menft Serita Acara Penyerahan Arslp Pads penyerahan berkas sudah ada 

2. Berkas arsip daftar arslp yang dlserahkan 

2 Memilah berkas arsip sesuai dengan pengelompokannya • 1. Nota Dinas 10 menit Buku Katalog Kelompok Arslp dan Non Arsip 
2. Berkas arsip 

3 Mengldentifikasl berkas sesuai dengan buku katalog • 1. Buku Katalog 10 menit 
I 

4 Menglnput data dan member! nomor daftar pertelaan ke • 5menft 
Tergantung Junlah banyaknya 

dalam dafter excel barang/arslp 

5 
Menyimpan arslp ke dalam kotak arslp yang diberi nomor • 20 menlt 
sesual buku katalog 

I • Mass penyimpanan arsip 
6 Menyimpan kotak arslp ke dalam lemart susun 5men~ - SPJ keuang1n minimal 10 thn 

I 
- arsip umum (dlsesuaikan kondisl) 

7 Membuat laporan pengelolaan arslp r -- 15 menlt 
I 

8 Memverifikasi laporan pengelolaan arsip r- +--__ _j 
10 menit 

9 Menyetujul laporan pengelolaan arslp • - ... 5 menlt Laporan Berkas laporan dlslmpan 

,,--



SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

DasarHukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi 
Arsip Urusan Keaparaturan Dan Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip 
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tata Kearsipan Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip 
Keuangan Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan 
Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan 
Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
JawaTimur. 

Keterkaitan 

SOP Pengadaan Barang/Jasa 

SOP Pengelolaan Arsip Dinamis 

Peringatan 

Apabila prosedur pemeliharaan arsip tidak dilaksanakan, maka dimungkinkan akan terjadi 
kerusakan pada arsip - arsip yang disimpan karena faktor - faktor yang merusak ruangan 
dan bahan arsip. 

NomorSOP 000.8.3.3/1932.2/012/2024 
'embuatan 4 Maret 2024 

• ,i 

1esahan 4 Maret 2024 
Disahkan oleh Keoala Biro Kesejahteraan Rakvat 

NamaSOP Pemeliharaan Arsip Dinamis 

Kualifikasi Pelaksana 

1. S 1 semua jurusan 
2. Memahami Peraturan dan Perundang-Undangan 
3. Memiliki kemampuan manajerial 
4. Memiliki kemampuan komunikasi ya,g baik 
5. Memahami tata naskah dinas 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Komputer 
2. RakArsip 
3. Kartu Kendali Pemeliharaan Arsip 
4. Boks Arsip 

Pencatatan dan Pendataan 

Laporan pemeliharaan arsip disimpan manual 



Pemeliharaan Arslp Dlnamls 

Pelaksana MutuBaku 
No Uralln Keglatan Pranata Kearsipan Penyedla Kelengtapan Waktu Output Katerangan Ka Biro Ka Baglan Kasubag 

IJF\JI barann/iasa 

1 
Mengldeotlfikasl daftar arslp lnaktlf untuk dilakukan - DaftarAralp Menyesualkan Daftararsip pemeliharaan 

I 
2 Mengelompokkan arslp untuk dilakukan pemellharaan Iii Daftar Arslp 1 hart Kelompok arslp untuk dlpellhara 

3 
Melakukan pemberslhan, tata letak arslp dan penalaan rak 

I Iii Kelompok arsip untuk dipellhara 2hart Penalaan arslp, Nola Dlnas arslp, dan membuat nota dlnas 

4 Menyetujul pemellharaan arslp dengan membertkan paraf • Nola Olnes 20menlt Nola Dines pada nola dlnas 

I • Nola Olnes 20 menlt Nota Dines, KAK dan HPS 
5 Menyetujul pemellharaan arslp 

keglalan ... - - l Proses terkalt SOP 6 Metaksanakan proses penunjukan penyedla barang/Jasa ! KAK, HPS, Doll Pengadaan 14 hart SPK/ Surat Pesanan 
Pengadaan barang/Jaaa I 

I 

7 Pelaksanaan Pemellharun arslp (fumlgasl dll) • SPK/ Surat Pesanan Sharl Laporan keglatan 

.. J 
8 

Memeriksa dan mendamplngl pelaksanaan pemellharaan laporan l<eglalan 3Jam Laporan keglatan arslp (fumlgasl dll) I 
I 
I , Laporan Kegiatan dan Bertta 

1 Jam Laporan Keglatan dan Bertta Cara 9 Membuat laporan pemellharaan arslp Cara Pemellharaan Pemellharaan 

... l Laporan Kegiatan dan Serita 
1 Jam Dlalmpen 10 Mendokumenlaalkan laporan Cara Pemtllharaan 

-



SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip 
Urusan Keaparaturan Dan Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip 
Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip 
Keuangan Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan 
Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur. 

Keterkaitan 

1. Lintas Biro Setda Provinsi Jawa Timur 

Peringatan 

Pelaksanaan pemusnahan arsip harus sesuai dengan daftar arsip usul musnah untuk mematiskan 
tidak ada arsip panting yang musnah sebelum masa retensi arsip, apabila pelaksanaan tidak 
berdasarkan prosedur yang berlaku akan mengakibatkan maladministrasi pada arsip negara. 

NomorSOP 
1embuatan 

,, 
Iesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

000.8.3.3/1932.3/012/2024 
4 Maret 2024 

4 Maret 2024 
Kepala Biro Kesejahteraan 
Rakvat 

Pemusnahann Arsip Setda 

Kualifikasi Pelaksana 

1. S1 semua jurusan 
2. Memahami Peraturan dan Perundang-Undangan 
3. Memiliki kemampuan manajerial 
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
5. Memahami tata naskah dinas 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Pertengkapan alat pemusnahan arsip 
2. B.A Pemusnahan 
3. Komputer 
4. Boks Arsip 

Pencatatan dan Pendataan 

1. E-Arsip 
2. Disimpan secara manual 



Pemusruihan Arsip 
Pelaksana Mutu Baku 

No Uralan Keglatan Kepala Tim Pengelola 
Kelengk•pan Waktu Output 

K•rangan 
Sekda Kepala Biro Baaian Kasubag Pemusnahan Arsin 

Mengldentlfikaal arslp sesual dengan masa retenai aralp - --- DaftarAraip 30menlt Daftar Aralp Ttrpllah non arslp (bukl cetak,majalah, 
1 yang bertaku buletin dll) 

• Draft Tim Pemusahan, draft Bente Acara. Draft Terbentunya Tim, Serita Acara 
1hart Pemusnahan den Dafter Aralp Usul 2 metakukan persiapan pemuanahan aralp asip usul muanah Muanah 

I 

tidak sesuai -• Daftar Arsip Usul Musnah, Jlldwal Retenai Aralp 60mtnlt Oaftar Arslp Uaul Musn1h yang telah di 
3 Melakukan Penelaahan dlftar aralp uaul muanah (JRAI telaah 

Menelitl din memutlkan deftar aralp uaul musnah sesuai ♦ -
Oallar Aralp u,ut Musnah yang 1811181 Daftar Arsip Usul Musnah yang telah di telaah eomenlt 4 aeeual dengan kondlal al'llp yang akin dlmuanahkan 

Mengajukan daftar aralp uaul musnah untuk mendapat Iii 
Daftar Arsip Usul Musnah yang eeaual 1 hart Dallar Aralp Uaul Musnah yang sesual s peraatujuan dan pengesahan dart plmplnan 

.. .. - Daftar Arsip Usul Muanah 20 menlt Oaftar Arslp Uaul Muanah 8 Mengesahkan dafter aralp u1ul muanah 

- - ··- .. 
7 

Melaksanakan proses pemu,nahan aesual dafter aralp I Arsip - Arsip yang akin dlmu1nahkan 1 hart Form Barlta Acara Pemu .. han Arslp 
usul musnah I 

I 
I • 8 Melengkapl berlta acara pemuanahan Form Barita Acara Pemusahan Arslp 30 manlt Bente Acara Pemuenahan Arslp 

I 

Membuat Laporan dan mengaralpkln dafter aralp uaul - - ... Serita Acara Pem~anahan Arslp 80 menlt Laporan dlllmpan HC1111 manual 9 musnah aerta berlta ICll1I pemuanahan 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik; 
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik; 
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah; 
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan 

Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
JawaTimur. 

Keterkaitan 

1. SOP Surat Masuk Setda 

Peringatan 

Apabila SOP penggunaan ruangan rapat/pertemuan di lingkungan Sekretariat Daerah tidak 
dilakukan sesuai prosedur yang ber1aku, maka proses ijin penggunaan ruanga tidak dapat 
diberikan kepada pemohon 

NomorSOP 
'embuatan 

• -,i 
Iesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

000.8.3.3/1932.4/012/2024 
4 Maret 2024 

4 Maret 2024 
Kepala Biro Kesejahteraan Rakvat 
Penggunaan Ruang di Lingkungan 
Islamic Centre Provinsi Jawa Timur 

Kualiflkasi Pelaksana 

1. S1 semua jurusan 
2. Memahami Fasilitas Sekretariat Daerah 
3. Mempunyai akses atas sarana dan prasarana gedung 
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
5. Memiliki kemampuan mengorganisasi kegiatan 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Komputer 
2. Buku Penggunaan Ruangan Rapat/pertemuan 
3. ATK 
4. Papan Daftar Penggunaan ruangan 

Pencatatan dan Pendataan 

1. Buku Pengguna Ruangan 
2. Laporan disimpan secara manual 



Penggunaan Ruang di Ungkungan Islamic Centre Provins! Jawa Timur 

Pelakaana MutuBaku 

Ural111 Keglltlln 
Pengelola Pelaksana Penyeclia 

Output 
Keterangan No Ka Biro KaBag KasubagRTP penataan OPD/Blro 

barang/jasa 
Kelengkapan Waktu 

Sa- Sarpras 

- - -1111 Surat Permohonan Penggunaan Menyesulkan Olsposisl 1 Menerima nota dinaa permlntaan pemlnjaman ruang ruangan 

I 

l ♦ Prlorftas Ruangan untuk Gul:emur, Memerikaa ketersedlaan ruang pertemuan sesual - Disposill 15 menit Dafter Penggunaan Ruangan Wakll Gubemur, dan Sekda nenjadl 2 dengan peruntukan pemlnjaman ruang utama 

• - - Penggunaan fasllltaa yang klrang/ 
Menylapkan kebutuhan fasllltu ruangan yang Dattar Pengguna1n Ruangan 60menlt Peaanan Barang tldak ada, berkordlnasl denga, plhak 3 dlgunakan eeaual permlntaan ketlga (SOP Pengadaan Baralg/Jasa) 

4 
Memastlkan pelakaanakan keglatan dlruang pertemuan - Kelengkapan Ruangan Menyeaulkan Checklllt Pelakaanaan 
berJalan dengan balk 

- -~ 
Memaatlkan keberslhen, kelengkapan fasllltaa ruangen Checklist Pelakaanaan 60 menlt Draft Leporan 5 aeaual dengan kondial awal I 

6 Membuat laporan pengg111Un ruang pertemuen .. • Draft Laporan 1 harl Laporan Penggunaan Ruangan 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nemer 8 Tahun 2011 
Tentang Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Keria Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur. 

Keterkaitan 

1. SOP Surat Masuk Setda 

Peringatan 

Apabila mekanisme surat masuk internal Biro Umum tidak dilakukan 
sesuai prosedur maka proses pengadministrasian surat tidak bisa 
dipertanggungjawabkan 

NomorSOP 000.8.3.3/1932.5/012/2024 
1embuatan 4 Maret 2024 

• ,j 

Iesahan 4 Maret 2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

NamaSOP Surat Masuk Internal Biro Kesejahteraan Rakyat 

Kuallflkasl Pelaksana 

1. S1 semua jurusan 
2. Memahami Peraturan dan Perundang-Undangan 
3. Memiliki kemampuan manajerial 
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
5. Memiliki keterampilan administrasi 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Komputer 
2. Jaringan Internet 
3. ATK 
4. Almari ArsiD 
Pencatatan dan Pendataan 

1. Buku Agenda Surat Masuk 
2. Buku Catatan disposisi 



Surat Masuk Internal Biro Kesejahteraan Rakyat 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uralan Keglatan 

Ka Biro Ka Baglan Kasubag Pengadmlnlstrasl 
Kelengkapan Waktu 

Keterangan 
Umum IJFUI Output 

1 
Menerima surat masuk den mengagendakan dalam agenda surat - Surat maauk 10 menlt Agenda surat masuk masuk Kepala Biro 

I 

2 Melamplrkan lembar dlsposlsl yang dlsedlakan kepada Kepala Biro 
I • Surat masuk 10 menlt Lembar dlsposlsl 

I 

3 Memberlkan dtsposlsl pada surat masuk 
- -

Surat masuk, Dlsposlsl 10menlt Surat masuk yang telah 
- -- - - dldlsposlsl 

I 

L_ --&l;I Buku Catatan Dlspoalsl, Arslp 
4 Mencatat dlsposlsl serta mengarslpkan - . - - ---· - - - Surat masuk, Dlsposlsl 10 menlt Surat masuk 

I 

5 Menggandakan dlsposlsl untuk 2 tujuan atau leblh • Surat masuk, Dlsposlsl 15menlt Surat masuk, Dlsposlsl 

6 
Menyampalkan surat masuk yang telah dldlsposlsl Kepala Biro kepada 

r • Surat masuk, Dlsposlsl 10menlt Surat masuk, Dlsposlsl Kepala Bagian 

Memerlntahkan Kepala Sub Baglan untuk mendlstrlbuslkan surat masuk 
I 

7 • Surat masuk, Dlsposlsl 10 menlt Surat masuk, Dlaposlsl yang telah dldlspoalsl sesual Isl dlsposlsl 

Memerlntahkan JFU untuk mengagenda dalam agenda aurat masuk Buku Agenda Surat Masuk 
8 Kepala Baglan dan mendlstrlbuslkan surat masuk yang telah dldlsposlsl - Surat masuk, Dlaposlsl 10menlt 

Kepala Biro sesual dlsposlsl 
:_ Kepala baglan 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/Men/1980 tentang 

Syarat - Syarat Pemasangan clan Pemeliharaan APAR; 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/Men/1980 tentang 

lnstalasi Kebakarann Alarm Automotik; 

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/Men/1999 tentang Unit 

Penanggulangan Kebakaran di Temapt Kerja; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur. 

Keterkaitan 

- SOP Pemeliharaan sarana prasarana 

Peringatan 

- Ketidaksigapan dan ketidakpedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran oleh semua pegawai/ pengguna gedung Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur akan mengakibatkan resiko kerugian materiil dan jiwa karena 
bencana kebakaran. 

NomorSOP 
1embuatan 

• ~,j 

esahan 
Disahkan oleh 

Nama SOP 

OOO.8.3.3/1932.6/O12/2024 
4 Maret 2024 

4 Maret 2024 
Kepala Biro Keseiahteraan Rakyat 
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 
Kebakaran 

Kualifikaal Pelakaana 

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibentuk satuan tugas 
(Satgas) oleh Biro Kesejahteraan Rakyat 

1. S 1 semua jurusan 
2. Pegawai yang bersangkutan 
3. Satpol PP 
4. Petugas Pemadam Kebakaran 
5. Kabag/ Kasubag Bio Kesejahteraan Rakyat 

Memiliki kualifikasi ; 

- Memiliki sertifikat pelatihan penanggulangan kebakaran 
- Memiliki kesehatan fisik dan mental 
- Mempu mengoperasikan penggunaan alat pemadam kebakaran 

(APAR) 
- Memiliki integritas 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Alat Pemadam Kebakaran (APAR)/ sistem Hydrant 
2. Selimut pemadam (fire blangket) 
3. Alann deteksi asap/ kebakaran 
4. Call phone center/ HT 
5. Petujuk jalur evakuasi 

Pencatatan dan Pendataan 

1. Buku Kontrol Gedung 



Penc:egahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran 

Pelakaana Mutu Baku 
No Uralan Kegiatan 

Ka Biro Ka Baglan Kasubag Satgas OPK Kelengkapan Waktu Output 
Keterangan 

Kebakaran . '. ' ' I I I : j l I., l ; , I i I I ' I • 

Membuat dan menyetujul pembentukan satuan tugas .. .. ... 1. dokumen manajemen reSiko ldealnya Salgas Kebakaran; 

1 
(Satgas) penoegahan dan penanggulangan bencaia gedung SK Satgas Kebakaran Gedung - 3 orang masing2 Lantai gedung 
kebakaran di gedung Islamic Centre ProvinSi Jawa 2. DPA kegiatan Islamic Centre ProvinSi Jawa Tum.- - diwakii maSing2 pegawai di ruangan 
nmur 3. Konsep SK Satgas Kebakaran - Kordinator Satgas di sebut Satgas Gedung 

Menerima pelatihan pencegahan dan penaggulangan SF - 1. SK Satgas Kebakaran Gedung 
Sertifikat Pelatilan Pemadaman 

2 bencana kebakaran dari instansi yang berkompeten di lslamicCentreProvinsiJawaTimur 
kebakaran 

KoordinaSi dilakukan oleh Biro Kesejahleraan Rakyat 
bidangnya 

I 
2. Sir.II permohooan Diklat 

Merencanakan, mengidentifikaSi, dan memetakan jalur • a. Sertifikat Pelatihan Pemadaman a. Jalur evakuaSi 
3 evakuasi/ penyelamatan diri apabia terjadi bencana kebakaran b. Tltik evakuaSi Berupa papen petunjuk arah, informasl pencegahan, petunjuk lainnya 

kebakaran di gedung ! b. Oenal1 Gedung/ layout bangunan c. Pemetaan keselamatan gedung 

Melakukan simulaSi dan sosialisaSi kepada semua - a. Jalur evakuaSi 
Roleptay/ Simwisi penanggulangan Diikuti oleh seluruh pegawai/pengguna ruaogan di Gedung ISlamic 

4 pegawai/ pengguna gedung tentang penangguangan b. Tllik evakuasi 

bencana kebakaran c. Pemetaan keselamatan gedung 
bencana kebakaran Centre Provinsi Jawa nmur 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/Men/1980 tentang 

Syarat - Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR; 

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/Men/1980 tentang 

lnstalasi Kebakarann Alarm Automotik; 

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/Men/1999 tentang Unit 

Penanggulangan Kebakaran di Temapt Kerja; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur. 

Keterkaitan 

-

Peringatan 

- Ketidaksigapan dan ketidakpedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran oleh semua pegawai/ pengguna gedung Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur akan mengakibatkan resiko kerugian materiil dan jiwa karena 
bencana kebakaran. 

NomorSOP 000.8.3.3/1932.7 /012/2024 
Pembuatan 4 Maret 2024 

• -i 

Iesahan 4 Maret 2024 
Disahkan oleh Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat 

NamaSOP Penanggalungan Apabia Terjadi Bencana 
Kebakaran 

Kualiflkasl Pelaksana 

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibentuk satuan tugas 
(Satgas) oleh Biro Kesejahteraan Rakyat 

1. S1 semua jurusan 
2. Pegawai yang bersangkutan 
3. Satpol PP 
4. Petugas Pemadam Kebakaran 
5. Kabag/ Kasubag Bio Kesejahteraan Rakyat 

Memiliki kualifikasi ; 

- Memiliki sertifikat pelatihan penanggulangan kebakaran 
- Memiliki kesehatan fisik dan mental 
- Mempu mengoperasikan penggunaan alat pemadam kebakaran 

(APAR) 
- Memiliki integritas 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Alat Pemadam Kebakaran (APAR)/ sistem Hydrant 
2. Selimut pemadam (fire blangket) 
3. Alarm deteksi asap/ kebakaran 
4. Call phone center/ HT 
5. Petujuk jalur evakuasi 

Pencatatan dan Pendataan 

1. Buku Kontrol Gedung 



Penanggalungan Apabila Te,jadi Bencana Kebakaran 

Pelaksana Satgas 

No Uralan Keglatan Satgas 
Satgas@lantai gedung 

Gedung 
Biro Urnum Dines Pemadarn Yangdllak,._n Waktu Output Keteranpn 

Mengarahkan PegawaV tamu menyelamatkan dlrl di tempat aman clan - satgas lantai mengara~kan 
1 jangan panlk ctengan menglkutl Jalur evakuasV penyalamatan dill yang pegawaU tamu untuk 1118nuju jalur 

menjauhl sumber kebekaran evakuasi yang aman 
satga1 1 : mengarahkan ke jalu evak-I 

2menlt pegawaV tamu aman di jalur tltlk Ulga1 2 : manutup akaes ke lift, mematlkan 1aklar llstrlk dan 
kumpul kcrdlnaal dengan eatgas gedung 

Melakukan kooldinaal dengan Satgn Gedung dan melakukan • Ulg■I 3 : mengldentlflkasl sumber ap Hkallgus memadamkan 

2 
penelusuran sumber apl, apablll sudah terldentlflkasl/ dltemukan maka - - Evakuasi dan kordlnasl 
aegera matlkan aakelar perrutu1 arus llatrlk atau putuskan arus llatrlk 
melalul panel MCB/ sekerlng 

BIia memungklnken Ngara padamkan pusat apl tl!rffbut dengan alat • NmU.1 utga1 lantal clan satgaa gadung bakerjl88ma memadamkan 3 pamadam apl dengan bwlan pemadam yang Mauai (labung pemadam, Proses pemadaman tHlk apl 15menlt/Mlatal thlk apl padam 
fire blanket, karung gonl ballh ldb) llt.k kebllkaran 

• · BIia tamyata kebakaran cukup be-aegera hubungl Dines ptmadam 

- -- -4 
kebakaran dan PLN; -- -- - - pemadaman dan kolalnaal 5manlt pemadaman dan kordinasl b. Sterllkan/ rsplhkan Hkltel llngkungan untuk memudahkan prOMI 
pemadaman oleh petugas pamadam kebakam 

I 

I 
a. Perslapkan peralatan pemadam/ hydrant/ gensat aambll menunggu • • -5 
petugas pemadam kabakanrl datang pemadaman 6 - 10menlt pamadaman prillpal pegawal dlharapkasn ae-I lnltruklll clari Dlnaa Pemadam 
b. Satgas mengsmbil posisi yang telah dttentuk■n untuk membantu Ktbakaran aebagal Leeder penanggLlangan kabekaran 
proses pemsdaman I 

I i 
e Melakukan pemadaman auniler kabakananl apl - - ~~f~/r £rill pamads~n 30 menlt/ .. , ... , pemadaman psrilllpall pegawal dlharapkasn IUUll lnatrukal dari Dines Pemadam 

Klbekaran aebagal Leeder penangguangan kebakaran 

I 

7 
Melakukan penyelematen dokumen - dokumen panting Hrta pe111latan C[J .. pemadamiln dokumen, aaat panting dll1 
kantor ' t&r11lamatkan 



SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Dasar Hukum 
1. Undang - Undang Republik lnodnesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stnadar Akutansi 

Pemerintahan; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintahan; 
5. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 
7. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 

Keterkaitan 
1. Gubemur dan Wakil Gubemur 
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli 
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
4. Bagian - Bagian dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat 

Peringatan 

Apabila persyaratan pelaksana pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa tidak 
sesuai prosedur yang seharusnya, maka proses ini akan mengalami penundaan sesuai 
dengan aturan yana berlaku. 

NomorSOP 
'embuatan 

",i 
,sahan 

Disahkan oleh 
NamaSOP 

000.8.3.3/1932.8/012/2024 
4 Maret 2024 

-~-

4 Maret 2024 
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
Penetapan SK Pengelolaan Keuangan 
dan Pengadaan Barang/Jasa 
Pe_merintahan 

Kualifikasi Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan; 

1. Minimal Pendidikan S1 Akutansi/manajemen 
2. Memahami pengelolaan keuangan makro mikro 
3. Mengusai aplikasi keuangan di pemerintahan 

Pengadaan Barang/Jasa; 
1. Minimal S1 semua jurusan 
2. Bersertifikat pengadaan barang/jasa pemerintahan; 
3. Menguasai proses pengadaan barang/jasa 

pemerintahan 
4. Menguasai peraturan pengadaan barang/jasa yang 

berlaku 

Peralatan I Perlengkapan 
1. Alat Tulis Kantor 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Jaringan Internet 

Pencatatan dan Pendataan 

Kasubag : Disimpan sebagai arsip manual 



Penetapan SK Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/JaH 

Uralan Keglatan 
Pelaksana Mull.I Baku Keterangan No Sakda Asist.llH Ka Biro Ka ..... K-ut,an Stat BiroSetda K Wllktu ,,._, .. 

Membuat drift eurat edaran/ nota dlnaa tantq 

IIJII 
Draft Note din•• pengusulan data mtllputi; 

1 uaulan name pangalola k8uangan dan pengadu:1 OPA, Perallr.ln PelU'ldlng • undangan 60menlt pangetola kauangan clan 1. pengt!Oa kauangan 4 SK 
barangljua di Llngku,gan Semtraiat dNrah ! I pangadaanbarang/jaaa 2. pagalaan bwang/Jaaa 5 SK 

...... ♦ Draft Nota dines pangusulan 
2 

Memverifikati draft surat adalan/nota dinaa yang -- Draft Nola dinas pengusulan pangelola 
15manlt pengeiola keuangan dan 

telah dlbuat dan manyatujui dlngan mambeff paraf keuangan dan pengadaan barang/jal8 
pengedaan barangljau 

3 
Menyatujul draft surat adaranA1ota dlnaa dengan ' • Draft Nota dines pengusulan pengalola Draft Nola dines pangusutan 

10manlt pengalola keuangan dan 
meberlkan paraf 

I 
keuangan dan pengadaan bllrang/Jaaa 

pengadaan barangljaaa 

Menandatanganl surat edaran/not8 dlnal name • Draft Nota dines penQU1Utan pengalola Nola dines penguaulan 
4 pengelol1 kauangan dan penglldaan baranglj1aa keuangan dan pengadaan blnn~aa Smanlt pengetol1 kauangan dan 

di Llngkungan Sakretarlat Daerlh I ptngldaan barang/Jaaa 
I 

Manggandlkln surat edaran l8r1I menglrlmkan l - - Nota dinas pengusul1n pengalola 
5 aurat edaran/nota dlnu ka Biro di Llngkung1n kauangan dan pengad"lln bllrang/Jasa eomenlt T1ndaTerlma 

Sekretarlat Daereh 

e Memberlkan data/jawaban ataa aurat edaran/nota Iii Nama Pengelola keuengan dan 
7harl temilt SOP surat maauk Internal 

dlnaa pengadaan bar-.,~ Setda 

Merekapitulaal data nama pengelola keuangan .,. Nama Pengelola keuangan dan Reklpltul■al nama pengelola 
7 dan pengadaan barang/Jaaa d Llngkunga, pengadaanbarang/)ua 2 harl keuangan dan pengadaan 

Sel<ratariat Daerah blrangljau 

Memverifikaai data dan Membuat drift Surat 

♦ 
I - Rekapitulasi nama, drift Surat Reklpltulul nama, draft Surat 

8 
KepuluHn (SK) Sekretarla Daerlh , NPKND, no1a I .......... Keputusan (SK) NPKND, t.mbar paraf 180 rnenH Kepw.., (SK) NPKND, lamber 
dinaa aarta membetikan pe!1tlUjuln pldl t.mbllr dannotaDiflll paraf dan nota Dlnu 
para! I 

Memverlflk11I draft Surat Keputu-, (SK) - ♦ Rekapilulasi nama, drift Surat Rakapltulul nama, draft Surat 
11 Sekretaria Danh, NPKND, not, dines dan .......... Keputucan (SK) NPKN0, lembar paraf 30manlt Kepw.., (SK) NPKND, lembllr 

menyetujul pada lamber paraf den nota Di1111 paraf dan note Dlnaa 

Menanclatlngani NPKND, noll dines clan • Rakapitutasi nama, draft Surat Reklpltulul name, draft Surat 
10 memparaf Surat Keputu-, (SK) Sekretaria r Keputusan (SK) NPKN0, lembar paraf 10manH Kepw.., (SK) NPKND, lembar 

Daerah pada lambar parllf I dan nota Dinaa para! dan note Dina• 

Mennlatlng.,I nola dlnu din ~ Surat • Rakapitulasi nama, draft Surat Rlklpltula■l n1111111, draft Surat 
11 Ktputuaan (SK) Sakretarla Daerlh pada lemblr I Keputusan (SK) NPKND, lamber paraf 10menR Keputuaan (SK), lemblr paraf 

parlf dannota Dirlla dan nota Dln11 
' 

Mlnyatujul din rnen1ndatangenl Surat Keputu1111 • Rekapitulasi nama, drift Surat 
1pablt■ dlperluk1n t1ia1h, make 

12 (SK) pangelola keuangan dan pengadun Keputusan (SK), lembar paraf dan note 15menlt Sul'II Keputu■an (SK) 
bnng/Jall di Llngkungan Sekrlllrlat Daerah Dinas dlllllluk1n oleh Biro Hukum 

Memberikan penomoran aurat, atempel peda Surat - Surat Keputuaan (SK), nota 
13 Keputu.., (SK) aarta menggandakan dokuman Surat Keputusan (SK) dan nota dlnu 60menlt 

SK 
dlnaa 



Pellksana Mutu Baku 
Keter1ng1n No Uralan Keglllln 

Sekda AalatenHI Ka Biro KaBan Kasl.lbaa Staf BlroSetda Kll-••-n Waktu O•-" 

Mendl1trlbulikan Sural KepU!\11111 ke Biro di • Surat Kepu1u■an (SK), nota dines 30menlt Tenda Tarima 14 Llngkungan Sekretlrlat D-ai I 
' ... I 

15 
Mendokumentaslkan atau mangaralpkan Surat disimpan 1acara manual Arslp 
Kepu1uaan (SK) 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang - Undang Republik lnodnesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stnadar Akutansi 
Pemerintahan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

4. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 

Keterkaitan 
1. Gubernur dan Wakil Gubernur 
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli 
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
4. Bagian - Bagian dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat 

Peringatan 

Apabila berkas penerbitan surat perintah membayar (5PM) GU tidak lengkap dan benar maka 
proses penerbitan tidak bisa dilakukan sesuai prosedur. 

NomorSOP 
•embuatan 

• ;i 

1esahan 
Disahkan oleh 
NamaSOP 

000.8.3.3/1932. 9/012/2024 
4 Maret 2024 

4 Maret 2024 
Keoala Biro Keseihateraan Rakyat 
Penerbitan SPM GU Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Kualifikasi Pelaksana 
1. Minimal pendidikan S1 Akutansi/manajemen 
2. Menguasai pembukuan keuangan makro dan mikro 
3. Mampu megoperasionalkan aplikasi keuangan 
4. Memiliki kemampuan analisis keuangan yang baik 
5. Memiliki ketelitian tinggi 
6. Menguasai pengelolaan keuangan di pemerintahan. 

Peralatan / Perlenakaoan 
1. Aplikasi Sibaku 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Jaringan lnterner 

Pencatatan dan Pendataan 

Kasubag : Disimpan sebagai arsip manual 
BPKAD : Disimpan sebagai arsip elektronik 



Penerbltan SPM GU Pengadaan Barang dan Jasa 

Pelaksana Mutu Baku 

No Urallln Kegllltan Ka Biro KaBag Kasubag PPK Fungal Bendahara Pembuat Ketarangan 
(KPA) (KPA Bag) (PPK) 

PembelanJa Biro Veriliaktor Dokumen 
Bagian2 BPKAD Kelengkapan Waktu Output 

an - • Dokumen meliputf : 

1 
Menerlm■ berkas betanja barang den jasa maslng - Kwitansi, Ebilling pajak, Efaktur pajak, den 

menyesualktn tande tetima 
mulng Baglan I 

Ookumen lain-lain sesll8i pergub 88 tahun 
I 2023 

♦ . Dokumen meNpud : 

2 
Memvel1fikBSI berkal belanja baning dan jas■ dal1 tidaksesuai 

Kwitansi, Ebilling pajak, Efaktur pajak, dan 
90menit Checklist 

bagian - baglan i Dokumen lain-lain 5eSIIIII pergub 88 tahun 
2023 

Menglnput data ka Aplkaal SIPPOL untuk - Dokumen melputl : 
sesual Kwitansi, Ebiling pajak, Efaktur pajak, dan 

3 pencatatan beban/utang, meooetak dokumen SPP Dokumen lain-lain 5eS11al pergub 88 tahun -40menl dokSPP& SPM 
danSPM 2023 

,4 Membuat PPK 21, r1ngkasan kontnlk 

r - Dok SPP, SPM dan be111111 pengactaan 1 hart Dok SPP, SPM, PPK 21, Belkat 
pengadaan dan r1ngkaun kcntra 

I 
sesuai t j 

~ 

e Memartkaa kelengkapan den mendatanganl SPP tidak sesuai Dok SPP, SPM, PPK 21, Ber1caa pangadean 
10menH SPP (BP 17 1/d 19) 

GU dan ringkas1111 kontra SPM dan berkaI pengadaan 

sesuai +-6 
Memeriksa kelengkapan sasual cekllst PPK 21 tidak sesual SPP (BP 171/d 19) 

10 menlt SPP (BP 17 aid 19) 
serta menandatangani 

I 
SPM dan berkas pengadaan SPM dan ber1!as pengadaan 

sesuai 

♦ Mema11ksa kalengkapen l8IU8I ceklllt PPK 21 
tida k sesua i SPP (BP 171/d 19) SPP (BP 171/d 19) 

7 serta menandatanganl, member1kan peraf peda 

I 
SPM dan bell<ai pengadaan 10mentt SPM dan belkaa pengedaan 

8PM 

Menyetuful pengajuan SPM dengan membertkan • SPP (BP 17 aid 19) SPP (BP 17 aid 19) 
8 paraf SPM dan berkas pengactaan 5menlt 

SPM dan berkas pengadaan 
I 

• SPP (BP 171/d 19) SPP (BP 171/d 19) 
9 Manandatangenl SPM SPM dan berka$ pengadaan 5 menlt SPM dan be!kas pengadaan 

I 
' - - -Mtnyetahkan btrkaa SPM kt baglan2. SPP (BP 17 1/d 19) • Panyerahan ke BPKAO~IMrtal 

10 Baglan • bagjan rnenyerahkan berk■a pencalran ke I SPM dan bel1<a$ pengadaan 15menlt SP2D aoftcopy pengaJuan SPJ GU 
BPKAO I • penerbltan SP20 3 haliket'ja 



Pelaksana Mutu Baku 
Uralan Keatatan Ka Biro Ka Bag Kasubag PPKFungsl 

Bendahara Pembuat 
Waktu Output Keterangan 

No 
Pembelanja Verifiaktor Bagian2 BPKAD Kelengkapan (KPA) (KPABag) (PPK) Biro Dokumen an 

Menglnput SP2D (tgl. Nomo~ kedatam apllkaal • SP2D 10menH Apllkasl 
11 SIBAKU sebagal pembayaran hutang 

I 
I 

12 Mendokumentaslkan lembar SP2D beraama .... 
SP2D clan berkas pencalren (SPM,SPP) kelengkapan berkas SPM 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang - Undang Republik lnodnesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stnadar Akutansi 
Pemerintahan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

4. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 

Keterkaitan 
1. Gubernur dan Wakil Gubernur 
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli 
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
4. Bagian - Bagian dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat 

Peringatan 

Apabila berkas penerbitan surat perintah membayar (SPM) LS tidak lengkap dan benar maka 
proses penerbitan tidak bisa dilakukan sesuai prosedur. 

NomorSOP 
Ta Pembuatan 
Tgl Revisi 
TalPengesahan 
Disahkan oleh 
Nama SOP 

000.8.3.3/1932.10/012/2024 
4 Maret2024 

4 Maret 2024 
Kepala Biro Keseiahteraan Rakyat 
Penerbitan Surat Perintah Membayar 
(SPM) LS 

Kualifikasi Pelaksana 
1. Minimal pendidikan S 1 Akutansi/manajemen 
2. Menguasai pembukuan keuangan makro dan mikro 
3. Mampu megoperasionalkan aplikasi keuangan 
4. Memiliki kemampuan analisis keuangan yang baik 
5. Memiliki ketelitian tinggi 
6. Menguasai pengelolaan keuangan di pemerintahan. 

Peralatan I Perlenakaoan 
1. Aplikasi Sibaku 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Jaringan lnterner 

Pencatatan dan Pendataan 

Kasubag : Disimpan sebagai arsip manual 
BPKKAD : Disimpan sebagai arsip elektronik 



Penerbltan SPM LS 

Pelakaana MutuBaku 

No Uralan Keglatan Ka Biro Ka889 Kasubag 
PPKFungsl 

Bendahara Pembuat Kate11ng1n 
(KPA) (KPABB9) (PPK) Pembelanja 

Biro 
Veriflaktor Dokumen 

Baglan2 BPKAD Ktlengkapan W1ktu Output 
an - ... Dokumen mellputl : 

1 
Mener1ma berkaa pengadaan barang/Jaaa darl Kwitansi, Ebllllng pajak, Efaktur pajak, dan menyeaualkan tandatellma 
petakaana di maslng • maslng Baglan Dokumen Ian-lain ■eaual pergub 88 tahun 

2023 

+- I 
- .J Dokumen mellputl : 

2 
Memverfflkaai ber1ul1 pengadaan barang/Jala darl tidaksesuaf Kwitansi, Ebllllng pajak, Efaktur pajak, dan 
baglan • baglen Dokumen lalo-laln ■esual pergub 88 tahun 80 rnenl1 Checkilt 

2023 

Menglnput data ke Apllkasl SIPPOL untuk sesual - Ookumen mellpull : 
Kwitansi, EbllNng pajak, Efaktur pajak, dan 

3 pencatatan beban/utang, mencetak dolcumen SPP Dokumen lain-lain ■e■ual pergub 88 tahun <I() menlt dokSPP&SPM 
denSPM 2023 

r 
... 

4 Membuat PPK 21, rlngkasan kontnlk 

I 
Dok SPP, SPM dan bef11a1 pengedaan 1 harl Dok SPP, SPM, PPK 21, 8efka1 

I 
pengadaan dan r1ngkaaan kontra 

I 

sesuai 

♦ l --- - --
Memerikla kelengkapan dan mendatanganl SPP tidak sesual Dok SPP, SPM, PPK 21, Be!llaa pengedaan SPP (BP 17 lid 19) 

5 LS I din rlngkasan kontra 10 menlt SPM den bellcaspengadaan 

I 

sesu.JI t 6 
Memerikla kelengkapan ■eauat celdlst PPK 21 tldaksesuai SPP (BP 171/d 19) 10 menlt SPP (BP 171/d 19) 
■erta menandatanganl 

I 
SPM dan be111as pengadaan SPM dan bert<aa pengedaan 

sesuai 

♦ Memerikaa kalengkapan naual cetcl11t PPK 21 
tidak sesual SPP (BP 171/d 19) SPP (BP 171/d 19) 

7 118111 menandatanganl, men1>811kan panlf pada 

I 
SPM dan be111a1 pengadaan 10 menlt SPM den berkas pengadaan 

SPM 

,. Iii 
B 

Menyetujul pengajuan SPM dengan membet1kan SPP (BP 171/d 19) 5menlt SPP (BP 171/d 19) 
parar SPM dan bert<aa pengadaan SPM dan berkas pengadean 

• SPP (BP 171/d 19) SPP (BP 171/d 19) 
9 Mtnlndallnglni SPM SPM dan berkaa penged1an llmenlt SPM dan berka■ pangadaan 



Pelaksana MutuBaku 

Uralan Keglatan Kl Biro KaBag Kasubag 
PPKFungsl 

Bendahara Pembuat Kelengkapan Waktu Output 
Keterangan No Pembelanja Verlflaktor Baglan2 BPKAD 

(KPA) (KPABag) (PPK) Biro Dokumen 
an 

Menyerahkan berkaa 8PM kt baglan2. - ·- - ~ .. SPP (BP 17 s/419) • Penyerahan ke BPKAO diseral 

I 
15menlt SP2D eoftcopy pengajuan SPM LS 10 Baglan - baglan menyarahkan berkaa pencalran ke SPM dan berkas pengadaan 

• pene,bltan SP2D 3 hari kerjl, BPKAD 

I 

Menglnput SP2D (lgl. Non,orj kedalam apllkasl • 10menl Aplikaal I SP20 11 SIBAKU sebegaJ pembaya!Sl hutang 

' I 

~lemberSP2D berlama ... SP20 clan be11tas pencairan (SPM,SPP) 12 kelengkapan berkaa SPM 

/\ 
10 KESEJAHTERAAN RAKYAT 

,---



SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Dasar Hukum 
1. Undang - Undang Republik lnodnesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil 

Negara; 
6. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 

Keterkaitan 
1. Gubernur dan Wakil Gubernur 
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli 
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
4. Bagian - Bagian dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat 
5. BPKAD 

Perinaatan 

Apabila prosedur laporan tidak dilakukan sesuai dengan tahapan, maka akan terjadi 
ketidakvalidan laporan keuangan bulanan yang telah dibuat. 

NomorSOP 
Ta Pembuatan 
Tai Revisi 
TalPengesahan 
Disahkan oleh 
Nama SOP 

000.8.3.3/1932.11/012/2024 
4 Maret 2024 

4 Maret 2024 
Keoala Biro Kesejahteraan Rakyat 
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 
Biro 

Kualifikasi Pelaksana 
1. Minimal S1 Akutansi 
2. Menguasai pembukuan keuangan makro dan mikro 
3. Mampu mengoperasionalkan aplikasi keuangan 
4. Memiliki kemampuan analisis keuangan yang baik 
5. Memiliki ketelitian tinggi 
6. Menguasai pengelolaan keuangan di pemerintahan. 

Peralatan / Perlengkapan 
1. Aplikasi SIPPOL 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Jaringan Internet 
5. Formulir Laporan Keuangan 

Pencatatan dan Pendataan 

Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual 



Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Blro 

Pelaksana MullaBaku 

No Uralan Keglatan Kasublg Umum pengun,s Pengun,s Fungsl Katerangan 
BPKAD Kapala Biro dan Barang Barang Asel BPP/BPn Operator Akutanal Kelengkapan Waktu Output 

Ke~awalan nersedlaan 

Memasukan database ke aplkasl SIPPOL .. . Database Pengeluaran dan Penemnaan, 
4Jam Databasa Pengeluaran 1 I Aset,Persediaan 

• 2 Melakukan penjumalan hutang,1lebln Database Pengeluaran 30menlt Database Pengeluaran 
I 

• 3 Melakukan pe!jumalan SPJ pengeluaran Database Pengeluaran 30menlt Database Pengeluaran 

• .. Melakukan pe!jumalan SP2D Database Pengeluaran 30manH Database Pangeluaran 

• 6 Melakukan petjumalan STS Data STS Penenmaan 30menlt Data mutasl Kas 

8 Melakukan penjumalan rnulall KAS • Data mutasi Ku 30 menlt Data Asel 

I 

Melakukan penJumalln peyesualan ates pe!¥11Utan, • DataAset 30manH Data Persedlaan 7 amortlsasl dan mutaal BIBI (AT, AL, ATB) I 

• Data Persediaan 30manll BP27 dan Rekening Kora BPP 8 Melakukan penjumalan alas pemakalan pe1'8dlun ' 

Melakukan koraksl atu Nido BP27 dan BPN 1 dengan - - • BP27 <Ian Rekening Koran BPP 9 llkenlng kontn BPP 
5)am BP41 dan Neraca Saldo 

Melakukan koraksl ataa Nido BP41 dengan Nido hutang di - .... .. 
10 naraca NldO 

BP41 dan NeracaSaldo 5)am Neraca Saldo din LMBP 

I 

Melakukan rekonslUnl ates aaldo peraedlaan dangan - .. 
11 laporan mutasl mUlk penguru, barang persedlaan I Nerasa Saldo dan LMBP 1 hlrl Nll'IICI Saldo dan Loporan Mutaal Ant 



Pelaksana Mutu Baku 

No Uralan K-i,latan Kasubag Umum Pengurus Pengurus f18lg111 Keterangan 
BPKAD Kepala Biro clan Barang BarangAset BPP/BPn Operator Akutansl Kelengluipan Waktu Output 

K-awaian narsedlaan 

Metakukan rekonalllasl ataa laldo net dengan laporan - .. 
Neraca Sakfo dan l.aporan Mutasl Asel 12 Neraca Sak1o dan Laporan Mutasl Asel 1 harl 

mutaal mllik pengurua barang aaat 

r ·• 13 Menyusun laporan keuangan bulanan (LO.LRA,Neraca, LPE) Neraca Saldo clan Laporan Mutasl Asel 1 har1 Draft Laporan Keuangan BuIIinan 

♦ ' 
14 

Memveriflkasl laporan keuangan bulanan (LO,LRA, Neraca, Draft Laporan Keuangan Bulanan 60menlt Draft Laporan Keuangan Bulllnan 
LPE) 

15 
Menyetujul L8poran keuanga, butanan (LO, LRA, Neraca, • I 

Draft Laporan Keiangan Bulanan 30menlt Draft Laporan Keuangan Bullnan 
LPSE) 

Melakukan rekonslllall lapor111 bulanan dgn BPKAO, apeblla - .. .. - 5har1 Berfla Acara Rekonalllalll bldang akutanal setil!) bulan 
18 terdapat aeflslh/ kesalahan ptmbebanan make dHakukan I Draft Laporan Keuangan Bulanan 

bldang aset seUap f bulan bukU memorial atau Jumal kO!llktl 

Memberikan paraf peraetuJuan atH laporan bulanan - Laporan Keua~n Bulanan 30menlt Laporan Keuangan Bulanan 17 keuangan Biro 

Memberikan paraf persatuJuan etas laporan keuangan • Laporan K81J81l111R Butanan 30menlt Laporan Keuangan Bulanan 18 bulanan Biro 

• Laporan Keuangan Bulanan 20mentt Laporan Keuangan Bulanan 19 Menyetujul Laporan keuangan bulanan Biro I 

I 
20 Menylmpan taporan kauangan bulanan Biro 

l ... Laporan Keuangan Butanan 10menlt Arslp 

' 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang - Undang Republik lnodnesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah; 

2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil 

Negara; 
6. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 

Keterkaitan 
1. Gubernur dan Wakil Gubernur 
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli 
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
4. Bagian - Bagian dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat 
5. BPKAD 
6. lnspektorat 
7. BPK 

Peringatan 

Apabila prosedur laporan bulanan tidak dilakukan sesuai dengan tahapan, maka akan terjadi 
ketidakvalidan laporan keuangan tahunan yang akan dilaporkan dan menjadi temuan audit 
oleh lnspektorat dan BPK. 

NomorSOP 000.8.3.3/1932.12/012/2024 
1embuatan 4 Maret 2024 

• i 

1esahan 4 Maret 2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Keseiahteraan Rakyat 
NamaSOP Penyusunan Laporan Keuanga, Tahunan 

Biro 

Kualifikasi Pelaksana 
1. Minimal S 1 Akutansi 
2. Menguasai pembukuan keuangan makro dan mikro 
3. Mampu mengoperasionalkan aplikasi keuangan 
4. Memiliki kemampuan analisis keuangan yang baik 
5. Memiliki ketelitian tinggi 
6. Menguasai pengelolaan keuangan di pemerintahan. 

Peralatan I Perlenakapan 
1. Aplikasi SIPPOL 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Jaringan Internet 
5. Formulir Laporan Keuangan 

Pencatatan dan Pendataan 

Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual 



Penyusunan Lapora,, K-n Tahunan Biro 

--na Mutu Baku 

No Uralan Kaglltan BPK/ 
Kasubag Umum Pengurus Pengun,s Fungsi Kelenlngan 

BPKAD Kepala Biro clan Barang BPPIBPn Operator Katengkapln Waklu 0ulpul lnopektonot K--ian -••n 
aa,_Aat -- - -1 Pf0181 penatapan-llWIII tahlNn saldoSWIII 2mlnggu MldollWIII 

I 

- - · .... .. 
2 ptOH1penetapanaaldolll<hiraMtdanpersediNn saldo - aset <Ian~ 2mlnggu ulclo -1, laporan keuangan bulanan, uldo 

akhlr •Mt den pnedlun 

• 3 
melakuken penyusunan laporan keuangen lahunan saldo awal, laporan keuangan bulanan, 

5hatf ulclo awal, laporan kauangan bulanan, uldo 
UllllUdli.d (LO, LRA, nar-. LPE, CALK) saldo akhir aset d-, pnedlun •khlr-dlln perMdlun 

I 

Varfflkul laporln keuangan tahunlln unaudited (LO, LRA, ♦ 
4 NerKa, LPE, CALK), dlln malarjulkan p,ous dangen I saldo awal, laporan keuangan bulanan, 

1 hatf Nk:10 awal, l•poran keuangan bulanan, ••ldo 

mambelikanparaf I saldo akhir aset d-, perwdtan al<Nr 1181 den parudlaan 

Menyewjul laporan keuangan ta1uW1 Lnludled (LO, LRA, • 5 Nenlca, LPE, CALK), malarju1j<an Pf'ONS dengan memberi 
satdo--, laporan keuangan bulanan, 

1 half ulclo IIWlli, laporan kauangan bulanan, Uido 

pam 
saldo akhir aset d.-i ptlMdlun akhlr aHI dlln parudlun 

• 8 
~ laporan k-..,, lahunan ~ (LO, --- laporan keuqan bulanan, 1 hal1 ulclo IIWIII, laporan k-,,gan bulanan, uldo 
LRA, Neraca, LPE. CALK) : saldo akhir aset <Ian pa!Hdlun akhlr-dan parMdlun 

• 7 Menyffllhkan laporan kaulngan tahunan unaudited 
saldo awal, laporan keuangan bulanan, 

1 hatf Lllporan Keuangan Unaudited saldo akhir aset <Ian pa!Hdlaan 

8 memerlk■- laporan kauangen Olah lnlpal<torat clan BPK 
♦ 

Laporan Keuang-, Unaudited 1 mlnggu Laporan hall! audit 

I -9 Mantrfmll hUll l■porlln audH Laporan ha•! audit 2 mlnggu Laporan haall audit 



Pelakaana Muhl Baku 

No Uralan Keglatan BPI(/ 
KnubagUmum Penguru1 Pengurus Fungsi Karangan IIPKAD Kepala Biro dan llarllng BPPIBPn Operator Kolengkapan Waktu Output ln.pektorat K----ran --'laan BarangAMI Akutansl .... - · .... .... -10 Mlnlndaklenjutl l.apolan hull alldtl 

I 
l.aporan hasil audit 2 har1 Leporan hul audit 

Melalwkan penyusunan laporan keuangan tahunan IIUdlted - .. 
11 (LO, LRA, neraca. LPE, CALK), menyetujul laporan dangan Laporan hasil audtt 1 ha~ i..poran Keuangan Audited 

momberl para! 

Menyatujul lapon,n keuangan tahunan eudlted (LO, LRA, • 12 Nenica, LPE, CALK), mellnjutkln proMS dengan memben l Laporan Keuanga, Audited , har1 Laporan l<euangan Audited 
pol .. 

13 Menylmpan llporan keuangan tahunan Laporan Keuangan Audited 16 man~ A..-, Leporan Keuang•n Audited 



Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan 

Publik; 

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 

Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur. 

Keterkaitan 

1. Pelayanan tamu individu; 
2. Pelayanan tamu rombongan/ Dinas. 

Peringatan 

Semua tamu harus mematuhi persayaratan yang telah ditentukan, apabila tidak 
memenuhi maka pelayanan tamu tidak bisa proses lebih lanjut. 

1orSOP 000.8.3.3/1932.13/012/2024 
Pembuatan 4 Maret 2024 

• -,j 

1esahan 4 Maret2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakvat 

NamaSOP 
Pelayanan Penerimaan Tamu Sekretriat 
Daerah dan Islamic Centre Provinsi 
Jawa Timur 

Kualifikasi Pelaksana 

1. Satpol PP untuk Petugas Pelayanan Keamanan; 
2. Pendidikan 03 untuk Petugas Penerima Tamu; 
3. SMA untuk Petugas Pengantar Tamu. 

► Memahaml peraturan dan perundang-undangan; 
► Mamahami prosedur pelayanan di lingkungan Biro 

Kesejahteraan Rakyat; 
► Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 
► Memiliki kepribadian ramah dan satun; 
► Mengetahui nama pejabat terkait; 
► Tegas dan berdedikasi pada tugas. 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Buku Tamu; 
2. Peralatan ATK; 
3. Meja kursi pelayanan; 
4. Telepon terkoneksi ke ruangan; 
5. Kartu ID khusus tamu; 
6. Boxs penyimpanan kartu ldentitas tamu. 

Pencatatan dan Pendataan 

1. Buku Tamu 



Pelayanan Penerfmaan Tamu Sekretrlat Daerah clan Islamic Centre Provinal Jawa Timur 

Pelaksana MutuBaku 

No lhlan Keglatan 
Pejabat/ Pengantar Penerlma Pelayananan Keterangan 

KaBag Kaaubbag Pihakyang 
Tamu Tamu Keamanan 

Tamu Kelengkapan Waktu Output 
Ditemul 

1 Tamu datang menuju meja pelayanan penerlmaan tamu ~ menyeaulkan 

Im•♦~ 
Petugas pelayanan keamanan twua 

Memastikan tamu: memeriksa apablla ada hal yang 
Menanyakan makaud serta tlljuan kedatangan serta memeriksa barang mene nolok 1. Memakai sepatu mencurlgakan dari tamu. 

2 bawaan tamu bila dlper1ukan 2. Berpai<aian sopan/ tdk beri<aoa oblong 2menlt TUjuan clan maksud tamu Jelas 
Apabila tarnu tldak memenuhi keilngkapan 

I 3. Tidal< membawa barangyg meno.irtgaka'l (aepatu, baju dll) petugaa keama•n bemak 
menolak tamu 

3 
Memberlkan senyum, upa dan aalam pada tamu serta Ill BukuTBl!IU 2menlt BukuTamu 
memperallahkan untuk manglal bul<u tamu yang telah dlt edlaken I 

I 

·♦· 
I Pnetujuan dlmaktudkan untuk iaa 

Manghubungl clan memastlkln kepacla peJabat/ plhak terkelt yang ingin ... rne"lhubu,aJ menoJak J Buku Tamu dan paraetuJuan menggunakan hak akae, plntu IT'Duk dalam 
4 BukuTamu 2manlt pejabal/ plhak tarilalt (mantrlma ruangan, hal lnl untuk menghadlnan dltemul, apakah biaa m-rlma atau menolak tujuan tamu atau menolak) keamanan, kenyamanan pegawaldl Biro 

Knra clan tamu 

a. Memberlkan ID tamu dengan memperallahkan tamu menyerahkan me ierima ldentltaa tamu yang bertaku entaa lain: 
ldentltaa yang maalh beriaku untuk jamlnan pelayanan bagl tamu yang 

ii Buku T amu dan persetui,an pejabat/ plhak • KTP 
5 dlterlma tutJannya oteh peJabat/ pihak terkalt. tE!fkait (menerima atau menotak) 1 menlt IDTamu • SIM 

b. Manglnfom!aalkan untuk membuat reschedule bagl tamu yang • Kartu Mahasiawa/ pelajar 
manolak dltamuV tldak dlt81ll)81 I • Surat Tugas lnatansl/ lambaga I 

Mengantarl<an tamu met'l8IT"AII pajabat/ plhak terl<alt ..-1 dengan 

6 
data di buku tamu. ... 1111 I IDTamu 2menlt IDTamu 
Kode akses maauk ruangan menjadl hak pejabat/ pihak terl<alt yang 
dlternul 

Mengemballkan ID tamu apablla audah aelasal bertamu clan I 

7 petugas mengemballkan ldentltat tamu dangan mernbarlkan aer,yum, L ... ID Tamu, BuiQJ Tamu menyasulkan BukuTamu 
upa dan ucapan terfma kalih ataa kunjungamya ke Biro Umum 

a Mambuat laporan tentang rekapltulael data tamu yang barkunJung ke ... ti11- BukuTamu 1 harl Laporan Laporen datab111 kunJuno•n ta1111 ka Biro 
Biro K911114 Kure dllapo,bn par bulan 

~ 



Dasar Hukurn 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang - Undang Republik lnodnesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah; 

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tata cara 

Pelaksanaan Pernindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 
Daerah; 

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Timur. 

Keterkaitan 
1. Gubernur dan Wakil Gubernur 
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli 
3. Kepala Biro di Lingkungan Setda 
4. Bagian - Bagian dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat 

Keterkaitan : 
SOP Penghapusan Barang/Aset Daerah 

Perinaatan 

Apabila prosedur pengelolaan barang milik daerah tidak dilakukan sesuai alur yang telah 
ditetapkan, rnaka proses identifikasi dan invetarisasi barang milik daerah terjadi selisih data 
dengan kondisi riil lapangan, dan bisa mengakibatkan permasalahan hukum dikemudian hari. 

NomorSOP 000.8.3.3/1932.14/012/2024 
Ta Pembuatan 4 Maret 2024 
Tai Revisi 
TalPenaesahan 4 Maret 2024 

- ---

Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
Nama SOP Pengelolaan Barang Aset Milik Daerah 

Kualifikasi Pelaksana 
Petugas Pengurus Barang Aset 
1. Pendidikan minimal D3 
2. Memahami sistem manajemen aset 
3. Memahami manajemen investarisasi barang/aset 
4. Memiliki integritas dan kejujuran tinggi. 

Petugas Pengurus Barang Persediaan 
1. Pendidikan minimal 03 
2. Memahami manajemen gudang (alur barang masuk -

keluar) 
3. Memiliki integritas dan kejujuran tinggi 
4. Memahami Peraturan pengelolaan barang/aset daerah 

Peralatan / Perlenakapan 
1. Buku Kendali Barang 
2. Komputer, printer dan scanner 
3. Aplikasi SIMBADA 
4. Jaringan Internet 

Pencatatan dan Pendataan 

Laporan disimpan sebagai arsip elektronik dan manual 



Pengelolaan Barang Aset Milik Daerah 

Mutu Baku 

No Uralan Keglatan Kepala Biro Kasubag Pengurus Pejabat Kelengkapan Waktu Output 
Keterangan 

barang aset Pengadaan 

Menyerahkan barang hasll pekerjaan dari pengadaan - -
Dokumen Pengadaan barang/jasa, 

menyesuik 
1 ~ - bentuk fisik barang/jasa (faktur barang checklist penerimaan barang barang~asa yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dll) an 

Meneliti dan memastlkan barang sesuai dengan dokumen Iii -2 pengadaan dan hasil pekerjaan, selanjutnya menginput data - - 1 checklist penerimaan barang 60menit checklist penerimaan barang 
di SIMAS 

I 
3 Membuat berita aeara penerimaan barang - --- Iii checklist penerimaan barang 60menit Jurnal Penambahan Aset 

4 
Membuat draft surat penyaluran barang untuk didistribusikan Iii Jumal Penambahan Aset 60menit Draft Nota Dines Pendlstribuslan Barang sesual dengan asal pengadaan barang/jasa 

. . 
5 Menyetujul Surat Perintah Penyaluran barang ◊ Draft Nota Dinas Pendlstribusian Barang 60menit Nota Dlnas Pendlstribuslan Barang 

I 
Mendistribusikan barang kepada pengguna barang sesual -6 peruntukannya dan membuat berita aeara pengeluaran Nota Dinas Pendlstribusian Barang 120 menlt Berita Acara Serah Terima Barang 
barang 

I 

7 
Meneliti dan memastlkan laporan barang aset sesual dengan Iii Serita Acara Serah Terima Barang 60menlt Draft Laporan Barang Aset kondisl barang yang lelah dlbukukan 

I 
.. . -

8 Menyetujul laporan barang aset yang dimlllkl <> Draft Laporan Barang Aset 60menlt Laporan Barang Aset Laporan Bulanan 

9 
Menylmpan laporan barang aset sesual dengan Iii Laporan Barang Aset 10menlt Arsip Laporan peruntukannya 



SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Dasar Hukum 
1. Undang - Undang Republik lnodnesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tata cara 

Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; 
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Timur. 

Keterkaitan 
1. Gubernur dan Wakil Gubemur 
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli 
3. Kepala Biro di Lingkungan Setda 
4. Bagian - Bagian dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat 

Keterkaitan : 
SOP Pengelolaan Barang/Aset Daerah 

Peringatan 

Apabila prosedur penghapusan barang milik daerah tidak dilakukan sesuai alur yang telah 
ditetapkan, maka proses penghapusan barang milik daerah terjadi tidak bisa dilakukan sesuai 
denaan oermohonan vana telah diajukan oleh pihak terkait. 

- - -

NomorSOP 000.8.3.3/1932.15/012/2024 
Tg Pembuatan 4 Maret 2024 
Tai Revisi 
TglPengesahan 4 Maret 2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
NamaSOP Penghapusan Barang Milik Daerah 

Kualifikasi Pelaksana 
Petugas Pengurus Barang Aset & Pengurus Barang 
Persediaan 

1. Pendidikan minimal D3 
2. Memahami sistem manajemen aset 
3. Memahami manajemen investarisasi barang/aset 
4. Memiliki integritas dan kejujuran tinggi. 

Tim Penghapusan Aset Daerai 
1. Pendidikan minimal D3 
2. Dibentuk oleh Gubenur Jawa Timur 

Peralatan I Perlengkapan 
1. Buku lnvetarisasi Barang/Aset Daerah 
2. Komputer, printer dan scanner 
3. Aplikasi SIMBADA 
4. Jaringan Internet 

Pencatatan dan Pendataan 

Laporan disimpan sebagai arsip elektronik dan manual 



PenghapusanBanng IIHlkDa ..... 

Mllhl Baku 

Unlanl<tglatan 
Penyueun 

Pangurus 
Tim 

No 
K ...... Blro Kabag Kaubag Rene: hal BPKAD Pengllaplam, Kelengqpan Wllktu Output Kellnngan 

Telaah 
BarangAset Prov -Memerintahkan pendalaln kondlll baning uet atau ' Kartu lnventaris baning (KIB), S\nt 

1 menerlma usulan penghapuaan ant Permohonan Penghapuaan 8881 menyeaulkan Berita"'"1a 

• 2 Memaatlkan barang aset dengan melllkul<an teluh I Data Asel yang dluaulkln 
1 hari Data Aaal yang dluaulkan temadap usul penghapuaan Hat yang akan dlhapua (database aplikul SIMBADA) 

I 

Melakukanpengec:ekanflllkbarllng tersebut • -3 Data Asel yang dluaulk-, 1 hari Berlta ~• Pengecekan 

r • 4 Membuat laporan dengan melampirltan berlta acara I Serita A,;ara Pengecekan, dokumental barang, 
120merlt Draft Laporan ParmohOnan Penghapuaan aset haell pemerikaaan dan ~ barang laporan fisik barang 

Memvarlfikesl illporan dengan lampnn berlta acara 
I ♦ 

5 hasll pemerikaun dan pengK8kan barang, dengan Draft Laporan Permohonan Penghapuaan uet 60menH Draft Laporan Permohonan Penghapuaan aset 
memberlkan para! 

• 6 Menyetujui laporan dengan memberikan para! Draft l.aporan P8ITllOhonln Penghapuaan aset 30 menH Draft Laporan Pennohonan Penghapuaan aset 

• 7 Menyetujul lapo,an untuk dlllndaklanjutl I Draft Laporan Permohonan Penghapuaan ■sat 20menN Laporan Permohonan Penghapua-, uet 

• 8 Menglrlmkan 111111 uaulan pengt,apuaan barang I 
I 

Laporan Permotlonan Penghapuaan ... 1 1 harl Laporan Permohonan Panghapuun asat 

•· - .. - - .- •· - Proee■ ko!dlnnl llllCINI penghapuaa, Menghadlri rapt! koldlnul ptlakunun atu renc:ana 
9 penghapu.., blrang yang dklllUlkan (proeea menglkutl Laporan Permohonan Ptnghaputan aset 2 bulan peraall.iuan penghapuaan aHt mutal proH91M1I --.11e1a1pa1nya 

alurBPKAD) metodelhargadM, Menunggu SK 
Gubemur petghllpu■an barang 

• 10 Mtllkllnakln panghapuaan ba!W1Q oleh llm persetujuan penghapuun 1111 1 mlngg11 SK Gubemur tantang PengNp.111111 barang 
penghapuaan yang dlbentuk PemplOV dlnSTS 

I 



MuhlBlku 

Uralan Ktglatan 
Penyusun 

Pengurus 
Tim 

No 
Kepal■ Biro Kabag Kasubag Rene hsl BPKAD Penghapusan Kelengkapan Waktu Output Ketenngan 

Telaah 
BarangAset Prov -11 

Menerlma SK Gubemur tentang penghapusan barang SK GubemJr tentang Penghapusan barang dan 
1 harl SK Gubemur tentang Panghapusan barang 

dan Surat Tenda Setoran (STS) STS danSTS 

- -12 
Menyimpan SK Gubemur tercang penghapusan barang SK Gubemur tentang Penghapusan barang dan 

1Dmenlt Al'llp Penghapusan Asel 
clan Surat Tande Setoran (STS) 18SU8I masa retenslnya STS 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN 



I 
NomorSOP : 000.8.3.3/012.1/1933.1/2024 

SEKRITARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret2024 
Tal.Revlsl : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : I ,,; Maret 2024 
Dlsahkan oleh : '"""•la Biro Kaseiahteraan Rakvat 

..... '"" ..... Nama SOP : Perumusan Kebiiakan di bidang Keaiatan Keaaamaan 
Dasar Hukum Kualiflkasl Petaksana: 
1. Peraturan Menter1 Agama Namor 5 Tahun 2010 Tentang Penetapan Peringatan Hari·Hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan 1. Jenjang Pendldikan SMA, 51, 52 
2. Keputusan Gubemur Jawa Tlmur Nornar 188/70/KPTS/013/2023 
3. Keputusan Gubemur Jawa Tlmur Nomar 100.33.1/42/KPTS/013/2024 
4. Peraturan Daerah Provins! Jawa Tlmur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provlnsi Jawa Tlmur Tahun Anggaran 2024 
5. Peraturan Gubemur Jawa Tlmur Nornar 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
6. Peraturan Gubemur Jawa Tlmur Nomar 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
7. DPA Na. DPAIA.1/4.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 

Keterkaltan: 
Peralatan I PertPnnkacan 

1. SOP Arsip Dlnamis 1. laptop 4. Printer 
2. SOP Distribusl Surat 2.ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jaringan Internet 
Perinoatan Pencatatan dan Pendataan 
4 =bila SOP tldak dlialankan akan men""""bkan l<Miatan tidak '-"'alan denaan efekllf dan eflsien Setiao Staf/Panitia/""'•bat =nn ter1ibat membubuhkan nomor surat dan caraf cada form vana dlsediakan 



NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS PELAKSANA 
Keoala Biro Tim Kerta Analis Bina Penaolah Data 

1 Menaumoulkan data terkait Keaiatan X 

2 
Menginventarisasi data terkait Kegiatan ( ) 
Keagamaan I t_ =., 

Manganansa penyeoao kondlsI exI:.ung • 3 dibidang Kegiatan Keagamaan di Jawa 
lr.m11~ 

4 Menviaokan bahan ran;:it koordinasi -~ 
-

Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai 5 
penyelesaian masalah kondisi existing 

6 Melaksanakan raoat koordinasi denaan I 
I 

Membuat rumusan kebijakan 
~
.• 

7 
berdasarkan hasil rapat koordinasi I t ~ • .• ... 

8 Menausulkan rumusan kebiiakan di :t - I 

10 Menyampaikan rumusan kebijakan terkait OJ • Keglatan Keagamaan kepada sasaran 

Membuat laporan kegiatan rapat -i~~'?d:J+C 11 I koordinasi 

Mendokumentasikan / mengarsipkan 12 
kebijakan terkait Kegiatan Keagamaan 

Persvaratan I 
- Kaiian isu strat=is 

Database terkait 
Kegiatan Keagamaan 

Database terpilah 

Laooran analisa data 

Kerangka Acuan Kerja 

- Keranaka acuan kerta 

Draft rumusan kebijakan 

Usulan rumusan 

Rumusan kebijakan 
{surat edaran) 

Rumusan kebijakan 
{surat edaran) 

- Rumusan kebijakan 
{surat edaran) 
- Laporan kegiatan 

MUTU BAKU 
Waktu Outout KET 

30 hari Database terkait 

10 hari Database terpilah 

14 hari Laporan analisa data 

7 hari Keranaka Acuan Kerta 

Kerangka acuan kerja 3 hari 
yang telah disetujui 

3 hari Draft rumusan kebiiakan Tim kerta sesuai denaan 

7 hari Usulan rumusan 
kebijakan 

3 hari Rumusan kebiiakan 

3 hari Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 
{surat edaran) Distribusi Surat 

30 hari Laporan kegiatan Terkalt dengan SOP Arsip 
Dinamis 

1 hari Arsip rumusan kebijakan Terkait dengan SOP Arsip 
Dinamis 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN 



I ,, 

0 
Nomor SOP : 000.8.3.3/012.1/1933.2/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR rTi=-gl_. P_e_m_bu_ata_n ___ -+-: -+-4_Ma_re_t_20_2_4 ___________________ _, 

' 

Tgl. Revisi : 

- BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT ~Ti:gl~. P~e:ng=esa~~ha=n======:=~=~4~=M~a~re~t~20:2=4=~=====================================~ 
~,a--.i \ Disahkan oleh : Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat 
t•.,.,.,,.. .. ~~ Nama SOP : Evaluasi Kebijakan di bidang KAniatan Keagamaan 

>asar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 
.. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penetapan Peringatan 1. Jenjang Pendidikan SMA, Sl, S2 

Hari-hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan 
' Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/70/KPTS/013/2023 
1. Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 100.3.3.l/42/KPTS/013/2024 
f. Peraturan Daerah Provins! Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan 

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional 
Dan/ Atau Kendaraan Perorangan Dinas 

,. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja 

dan Pelaksanaan Tugas 

,. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

DPA No. DPNA.1/4.0l.0.00.0.00.02.0000/001/2024 
:eterkaitan: Peralatan / Perlengkapan 
. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 5. Kamera 
'eringatan Pencatatan dan Pendataan 
,pabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 



NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 
PELAKSANA MUTIJ BAKU 

Ken.ala Biro Tim Kena Analis Analis Penaolah Data l>Pr<-varatan / Waktu o,otnut KET 

.. -.. ·--· Dilakukan melalui 
Mengumpulkan data pelaksanaan .._ kebijakan Data monitoring dan hmm lapangan - I (surat edaran) 

1 rumusan kebijakan dibidang Kegiatan - Form 
30 hari evaiuasi pelaksanaan dan/atau 

Keagamaan yang telah ditindaklanjuti monitoring dan rumusan kebijakan komunikasi jarak 
iauh 

·LIIII 
Data 

~ - - - monitoring dan 

2 
Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan evaluasi 30 hari L.aporan analisa hasil 
kebijakan dibldang Kegiatan Keagamaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

rumusan 
kebiiakan 

·r-Mengusulkan hasil analisa monitoring 
~ 

L.aporan analisa 

3 
dan evaluasi pelaksanaan rumusan hasil 7hari Hasil analisa monitoring 
kebijakan dibidang Kegiatan Keagamaan monitoring dan dan evaluasi 
untuk disetujui oleh Sekretaris Daerah I 

evaluasi 
I 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah L Hasil analisa 
Rapat koordinasi dengan 

4 terkait evaluasi peiaksanaan rumusan -----· -- - monitoring dan 7hari 
kebijakan dibidang Kegiatan Keagamaan evaluasi perangkat daerah terkait 

Rapat 
Mengevaluasi dampak/manfaat dari .JJIIII koordinasi 

5 peiaksanaan rumusan kebijakan dibidang I 
dengan 1 hari Notulen hasil evaluasi 

Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat perangkat 
daerah terkait 

6 
Mengusulkan notulen rapat koordinasi Notulen hasil 3 hari Nota dinas hasil evaluasi 
dengan perangkat daerah evaluasi yang ditandatangani 

Mendokumentasikan / mengarsipkan I_ 
__J -

" 
Nota dinas hasil 

Arsip laporan hasil 
7 evaluasi yang 1 hari 

hasil analisa monitoring dan evaluasi ditandatangani evaluasi 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

la 
,--

', 19700805 199703 1 004 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA 



B 
NomorSOP : 000.8.3.3/012.1/1933.3/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret2024 
Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : Li Maret 2024 
Dlsahkan oleh : ""~ala Biro Keseiahteraan Rakvat ~•~ .. ~,. 
NamaSOP : Perumusan Kebiisikan di bidann Pembinaan Kehidunan Be-ama 

Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana: 
1. UUD 1945 Pasal 29 Tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesual ajaran masing-masing 1. Jenjang Pendidikan 5MA, 51, 52 
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama 
3. Peraturan Bersama Menterf Agama Repubflk Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakll Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirlan Rumah Ibadat 
4. Peraturan Bersama Menter! Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat 
5. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi Jawa Timur 
6. Peraturan Daerah Provins! Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasls Baterai Sebagai Kendaraan Dinas 

Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas 

7. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
8. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
9 DPA No. DPAIA.114,01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 
Keter1<aitan: Peralatan I Perlenakaoan 
1. SOP Arsip Dinamls 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Dlstribusl Surat 2.ATK S. Kamera 

3. Software 6. Jarinaan internet 
Perinnatan Pencatatan dan Pendataan 

I 4=bila SOP tidak dlialankan akan menvebabkan keaiatan tidak berjalan denaan efektif dan efisien Setiao Staf/Panitia/Petabat v:ann terlibat membubuhkan nomor surat dan oaraf nada form vann disediakan 



, , 
~ .. 

PELAKSANA 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS Analis Bina 
Kepala Biro Tim Kerja Kehidupan Pengolah Data 

Anama 

1 Mengumpulkan data terkalt Pembinaan -Kehidupan Beragama 
I 

2 Menglnventarisasi data terkait 
Pembinaan Kehidupan Beragama I • Manganalisa penyebab kondisi existing • 3 dlbidang Pembinaan Kehidupan 
Beragama di Jawa Timur 
Menyiapkan bahan rapat koordlnasi • 4 sebagai penyeiesaian masaiah kondisi 

lovi<,t;nn .,. 
Menelaah bahan rapat koordlnasi 

♦ I 5 sebagai penyelesaian masalah kondisi 
existing 

I 

6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan 
instansl terkait 

.. 
7 Membuat rumusan kebijakan 

berdasarkan hasll rapat koordinasi r 1--
Mengusulkan rumusan kebijakan di 

♦ 8 
bidang Pembinaan Kehldupan Beragama 
dengan memberlkan paraf untuk 
kemudian disetujui Sekda L 

Menyampaikan rumusan kebijakan 1111111111 < , 10 terkait Pembinaan Kehidupan Beragama 
kepada sasaran 

11 
Membuat iaporan kegiatan rapat i◄ 
koordinasi 

- -- ., 

Mendokumentasikan / mengarslpkan • 12 kebijakan terkait Pembinaan Kehidupan 
Beragama • 

Persyaratan / 
Kelengkapan 

- Kajian isu strategis 
• Kajian akademis 
• Data dari OPD Terkalt 
- Data sebelumnya 

Database terkait 
Kegiatan Keagamaan 

Database terpilah 

Laporan analisa data 

Kerangka Acuan Kerja 

- Kerangka acuan kerja 
yang telah disetujui 
- Surat undangan 
• Narsum, dli 

Draft rumusan 
kebijakan 

Usulan rumusan 
kebijakan 

Rumusan kebljakan 
(surat edaran) 

Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 

• Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 
• Laporan kegiatan 

MUTU BAKU 

Waktu Output 
KET 

30 hari Database terkalt 
Kegiatan Keagamaan 

10 hari Database terpilah 

14 hari Laporan analisa data 

7 hari Kerangka Acuan Kerja 

Kerangka acuan kerja 3 hari 
yang telah disetujui 

3 harl Draft rumusan Tim kerja sesuai dengan 
kebijakan SK5ekda 

7 harl Usulan rumusan 
kebijakan 

3 hari Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 

Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 3 hari 
(surat edaran) Distribusi Surat 

30 hari Laporan kegiatan Terkalt dengan SOP Arslp 
Dinamis 

Arsip rumusan Terkalt dengan SOP Arsip 1 harl kebijakan Dinamis 

'Al.A BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 -



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA 



• 
NomorSOP : 000.8.3.3/012.1/1933.4/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret2024 
Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : ~ Maret2024 
' 

-~ ~-" Disahkan oleh : Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat 
·.)'·l •~t1"\l>,.\,'!'i l 

Nama SOP : Evaluasi Kebijakan di bidang Pembinaan Kehidupan Beragama 
)asar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 

uuo l~:, Pasal ~':J Ien{ang Keoeoasan warga negara moonesIa untuK memeIuK agama oan 1. Jenjang Pendidikan SMA, S1, S2 
L. kepercayaan sesual ajaran maslng-masing 
l. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama 
3. 

Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat 

t 
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat ,. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 Tentmg Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan 
Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provins! Jawa Timur 
Peraturan Daerah Provins! Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Bateral Sebagal Kendaraan Dlnas Operasional Dan/Atau Kendaraan ,. Perorangan Dlnas 

Pergub Jatim No. 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas dengan Rahmat 
I Tuhan Yang Maha Esa 

Pergub Jatim No. 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
I. Tahun Anaaaran 2024 

1. loPA No. DPA/A.1/4.0l.0.oo.o.oo.02.0000100112024 
:eterkaltan: Peralatan / PerlenQkaoan 
. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 
. SOP Dlstrlbusl Surat 2. ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jarinaan Internet 
erinQatan Pencatatan dan Pendataan 
.pabila SOP tidak dijalankan, akan menvebabkan kegiatan tidak berialan denqan efektif dan efisien Setiap Staf/Panitla/Pejabat vang terlibat membubuhkan nomor surat dan oaraf pada form yang disediakan 



PELAKSANA 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro nm Kerja Analis 
Analis Pengolah Data Kebiiakan 

Mengumpulkan data pelaksanaan T 
rumusan kebijakan dibidang Pembinaan 1 
Kehidupan Beragama yang telah X 

ditindaldanjuti 
~ 

I 
Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan 

--- • 2 kebijakan dibidang Pembinaan 
_J Kehidupan Beragama ,-

Mengusulkan hasil analisa monitoring • dan evaluasi pelaksanaan rumusan --- -

I 3 kebijakan dibidang Pembinaan • Kehidupan Beragama untuk disetujui 
oleh Sekretaris Daerah • 
Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah l + 4 terkait evaluasi pelaksanaan rumusan 
kebijakan dibldang Pembinaan 
Kehi"• '""" Beraoama 
Mengevaluasi dampak/manfaat dari ~• --' 

5 pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang -
Pembinaan Kehidupan Beragama bagi 
masyarakat I 

6 
Mengusulkan notulen rapat koordinasi • dengan perangkat daerah 

L - ·----

- . 
7 Mendokumentasikan / mengarsipkan 

hasil analisa monitoring dan evaluasi 

MUTU BAKU 
Persyaratan / 

Waktu Output Kelenokanan 

- Rumusan kebijakan 
Data monitoring dan (surat edaran) 

- Form monitoring 30 hari evaluasi pelaksanaan 
rumusan kebijakan dan evaluasi 

Data monitoring dan 
Laporan analisa hasil evaluasi pelaksanaan 30 hari 
monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan 

Laporan analisa hasll 
Hasil analisa monitoring monitoring dan 7 hari 
dan evaluasl evaluasi 

Hasil analisa 
monitoring dan 7 hari Rapat koordinasi dengan 

evaluasi perangkat daerah terkait 

Rapat koordinasi 
dengan perangkat 1 hari Notulen hasil evaluasi 
daerah terkait 

Notulen hasil 
3 hari Nota dinas hasil evaluasi 

evaluasi yang ditandatangani 

Nota dinas hasil 
evaluasi yang 1 hari Arsip laporan hasil 

ditandatangani evaluasi 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 

KET 

Dilakuka 
n melalui 
turun 
lapangan 
dan/atau 
komunik 
asl jarak 
jauh 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PERIBADATAN 



a 
Nomor SOP : 000.8.3.3/012.1/1933.5/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret2024 
Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ,(

,._ ...... : 
,-t. ~W' 

Nama SOP Perumusan Kebijakan di bidang Sarana Peribadatan 
l' ~Ls.,.,n,P'"' t 

: 
>asar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 
.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
1. Jenjang Pendidikan SMA, Sl, S2 

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah 

,. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 
Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan 
Pelaksanaan Tugas 

'· Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

'· DPA No. DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 
:eterkaitan: Peralatan / Perlengkapan 
. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 
. SOP Distribusi Surat 2.ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jaringan internet 
eringatan Pencatatan dan Pendataan 
.pabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
fisien 



NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS PELAKSANA 
Keaala Biro Tlm Kerta Analis Sarana Pennolah Data 

1 Mengumpulkan data terkait Sarana 
Peribadatan -2 Menginventarisasl data terkait Sarana 
Pertbadatan I .. 
Ir1angana,""' peny,,oao 1<0T101S1 ex1sang • 3 dlbldang sarana l'Eribadatan di Jawa ·~-.. -
Menyiapkan bahan rapat koordlnasi 

4 sebagal penyelesaian masalah kondisi 
.. _ -- e- . 

existing -- _,. 

5 Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai 
penyelesalan masalah kondisi existing 

._, 
I 

6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan 
111111 lnstansi terkait 

7 Membuat rumusan kebijakan 
berdasarkan hasil rapat koordlnasi r- .. 
Mengusulkan rumusan kebljakan di 

~ 8 bidang sarana Peribadatan dengan ----+ J 

memberikan paraf untuk kemudlan 
disetuiUI 5ekda 
Menyampaikan rumusan kebijakan 

. -+( 10 terkait Sarana Peribadatan kepada 
sasaran 

11 Membuat laporan kegiatan rapat CJ+E koordinasi 
L -- • - -

I Mendokumentastkan / mengarsipkan 12 
kebljakan terkait Sarana Pertbadatan 

MUTU BAKU 
Pe=ratan I Kel0 nnkaaan Waktu 

- Kajian lsu strategis 
- Kajian akademls 

30 hari - Data dart OPD Terkait 
- Data sebelumnya 

Database terkait Kegiatan 
10 hari Keagamaan 

Database terpllah 14 hari 

L.aporan analisa data 7 hari 

Kerangka Acuan Kelja 3 hart 

- Kerangka acuan kerja yang 
telah dlsetujui 

3 hari - Surat undangan 
- Narsum, dll 

Draft rumusan kebijakan 7 hart 

Usulan rumusan kebijakan 3 hari 

Rumusan kebljakan (surat 
edaran) 3 hari 

Rumusan kebijakan (surat 
30 hari edaran) 

- Rumusan kebijakan (surat 
edaran) 1 hari 
- L.aporan kegiatan 

Cutout KET 

Database terkait 
Keglatan Keagamaan 

Database terpilah 

L.aporan analisa data 

Kerangka Acuan Kelja 

Kerangka acuan kerja 
yang telah disetujul 

Draft rumusan Tlm kelja sesuai dengan 
kebijakan SK5ekda 

Usulan rumusan 
kebljakan 

Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 

Rumusan kebijakan Terkalt dengan SOP 
(surat edaran) Distrlbusi SUrat 

L.aporan kegiatan Terkalt dengan SOP Arsip 
Dinamis 

Arslp rumusan Terkalt dengan SOP Arsip 
kebljakan Dinamis 

,BIRO KESEJAfiTERAAN RAKYAT 

IMAM HIQAYAL $.Sos. M,M, 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19700805 199703 1 004 

,--



,. 

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PERIBADATAN 



SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR ITgl. Pe~b.uatan 1= 14 Maret2024 j 
T_g_l. RevIsI : 

Nomor SOP I: I000.8.3.3/012.j/1933.6/2024 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan Maret2024 
t:D:':'isa~hka:---"n'--07Ie7h------t---;-;-;Ke ..... p-a71a--:B=:-ir-o-:-K-:-e-se-:-ia-:-h-:-te-r-aa-n--:R=-a-:-k-ya-:-t-----------------

Dasar Hukum 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

1. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan 

2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah 
3. Perda Provins! Jawa Timur No. 9 Tahun 2023 

Pergub Jatim No. 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
4. dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Pergub Jatim No. 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
5. Belania Daerah Tahun Anggaran 2024 
[6. IDPA No. DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.000Q/901/2024 
IKeterkaitan: 
1. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP Distribusi Surat 

Nama SOP I: I Evaluasi Kebijakan di bidan_g Sarana Peribadatan 
1Kualifikasi Pelaksana: 
1. Jenjang Pendidikan SMA, Sl, S2 

Peralatan _l__Perlengkapan 

1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 

4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringatan IPencatatan dan Pendataan 

Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan ISetiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis 
Analis Pengolah Data 

Kebiiakan -I 
Mengumpulkan data pelaksanaan rumusan 

1 kebijakan dibidang Sarana Peribadatan j X 
yang telah ditindaklanjuti i 

I 
Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan -2 
kebijakan dibidang Sarana Peribadatan -

• --' 
Mengusulkan hasil analisa monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan rumusan kebijakan - - - --

7 3 
dibidang Sarana Peribadatan untuk ,. 
disetujui oleh Sekretaris Daerah 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah ... 4 terkait evaluasi pelaksanaan rumusan 
kebijakan dlbidang Sarana Peribadatan ~• ~ 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari 
5 pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang 

Sarana Peribadatan bagi masyarakat 

6 
Mengusulkan notulen rapat koordinasi • dengan perangkat daerah 

Mendokumentasikan / mengarsipkan hasil --- - ~. 
7 

analisa monitoring dan evaluasi , .... 

MUTU BAKU 
Persyaratan / 

Waktu Output Kelenokanan 

- Rumusan 
kebijakan 

Data monitoring dan (surat edaran) 
30 hari evaluasi pelaksanaan - Form 

rumusan kebljakan monitoring dan 
evaluasi 

Data 
Laporan analisa hasil monitoring dan 30 hari 
monitoring dan evaluasi 1_,_,., __ , 

Laporan analisa 
hasil Hasil analisa monitoring 7 hari monitoring dan dan evaluasi 
evaluasi 

Hasil analisa 
Rapat koordinasi dengan monitoring dan 7 hari 

evaluasi perangkat daerah terkait 

Rapat 
koordinasi 
dengan 1 hari Notulen hasil evaluasi 

Notulen hasil 
3 hari Nota dinas hasil evaluasi 

evaluasi yang ditandatangani 
11u1.a 0111as nasu 

Arsip laporan hasil evaluasi yang 1 hari 
evaluasl 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 

KET 

Dilakukan 
melalui turun 
lapangan 
dan/atau 
komunikasi 
jarakjauh 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PENDIDIKAN AGAMA 



NomorSOP ,a : 000.8.3.3/012.1/1933. 7/2024 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret2024 

Tgl. Revisi : 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : Lj Maret2024 

~~~ Disahkan oleh : Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat 
~ .... •.'!!!!.!,~"" t Nama SOP : Perumusan Kebijakan di bidang Sarana Pendidikan Agama 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren mengatur mengenai 1. Jenjang Pendidlkan SMA, Sl, S2 

penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan 
masyarakat 

2. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan 

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan 
4. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi 
Pengembangan Pesantren 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 
5. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan 

Pelaksanaan Tugas 
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
3. DPA No. DPA/ A.1/4.0l.0.00.0.00.02.0000/001/2024 
<eterkaitan: Peralatan / Perlenakaaan 
l. SOP Arslp Dinamis 1. Laptop 4. Printer 
~- SOP Distribusi Surat 2.ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jarinaan internet 
>erinaatan Pencatatan dan Pendataan 
\pabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
!fisien 



PEI.AKSANA 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Sarana 
Pengolah Data dan Prasarana 

1 Mengumpulkan data terkait Sarana -Pendidikan Agama 

I 
2 Menginventarisasi data terkait Sarana .. Pendidikan Agama r 

Manganausa penyeoao Kona1st ex1:,-ung -3 dibidang Sarana Pendidikan Agama di 
1,"''"" T..-, ... 

Menyiapkan bahan rapat koordinasi • 4 sebagai penyelesalan masalah kondisi r -
existinn • 

5 Menelaah bahan rapat koordlnasi sebagai ♦ l 
penyelesaian masalah kondisl existing 

l 

6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan -lnstansi terkait 

I 
7 

Membuat rumusan kebijakan 

r -berdasarkan hasil rapat koordinasi 

Mengusulkan rumusan kebijakan di 

♦ 8 bidang Sarana Pendldikan Agama dengan 
memberikan paraf untuk kemudian 
disetujui Sekda L_ 

l 
Menyampalkan rumusan kebijakan terkait 

-◄ 10 Sarana Pendldikan Agama kepada 
sasaran 

r=iilii 11 Membuat laporan kegiatan rapat 0 koordinasi 
L -

I 

Mendokumentasikan / mengarsipkan l 12 kebljakan terkait Sarana Pendidikan 
Agama 

Persyaratan / 
Kelengkapan 

- Kajian isu strategis 
- Kajian akademls 
- Data dari OPD Terkait 
- Data sebeiumnya 

Database terkait 
Keglatan Keagamaan 

Database terpilah 

Laporan analisa data 

Kerangka Acuan Kerja 

- Kerangka acuan kerja 
yang telah dlsetujui 
- Surat undangan 
- Narsum, dll 

Draft rumusan kebijakan 

Usulan rumusan 
kebljakan 

Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 

Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 

- Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 
- Laporan kegiatan 

MlJTU BAKU 

Waktu 

30 hari 

10 harl 

14 hari 

7 harl 

3 hari 

3 hari 

7 hari 

3 harl 

3 hari 

30 hari 

1 hari 

Output KET 

Database terkait 
Kegiatan Keagamaan 

Database terpilah 

Laporan analisa data 

Kerangka Acuan Kerja 

Kerangka acuan kerja 
yang telah disetujui 

Draft rumusan kebijakan Tim kerja sesual dengan 
SKSekda 

Usulan rumusan 
kebijakan 

Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 

Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 
(surat edaran) Dlstribusi Surat 

Laporan kegiatan Terkait dengan SOP Arsip 
Dlnamls 

Terkait dengan SOP Arsip Arsip rumusan kebijakan 
Dinamls 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

IMAM HIDAYAT. S.Sos. M,M, 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19700805 199703 1 004 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PENDIDIKAN AGAMA 



NomorSOP 000.8.3.3/012.1/1933.8/2024 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! ]AWA TIMUR ITgl. Pe~~uatan I· I I 

T_gl. RevIsI 
4 Maret2024 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT ~l.::..gl-:-. P-:-e_,ng._e-:-sa-:-ha_n ___ -+'--+,-=-1-...,.M....,ar:::-:-et_2-:-02,....4----,-.,..---=-~-:------------------1 
Disahkan oleh Keoala Biro Kesejahteraan Rakyat 

Dasar Hukum 
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tent.ang Pesantren mengatur mengena, 

penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan 
masyarakat 

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi 
Keagamaan 

3. Peraturan Menterl Agama Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan 
Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi 

4. 
Pergub Jatim No. 43 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

5. Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2023 
6. Pergub Jatim No. 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 

dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
7. Pergub Jatim No. 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
8. IDPA No. DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 
Keterkaitan: 

1. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP Distribusi Surat 

Nama SOP I : I Evaluasi Kebijakan di bi~ang Sarana Pendidikan A_g_ama 
•Kualifikasi Pelaksana: 
1. Jenjang Pendidikan SMA, S1, S2 

Peralatan / Perlengkapan 

1

1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 

14. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringatan f Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan ISetiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA 
URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS Analls NO 

Kepala Biro llm Kerja Analis Pengolah Data Kebilakan 

Mengumpulkan data pelaksanaan ~ 
rumusan kebijakan dibldang Sarana 

X 1 Pendidikan Agama yang telah -- - _J ---dltindaklanjutl 

·+ Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan 
2 kebijakan dibidang Sarana Pendidikan 

Agama 
-

Mengusulkan hasil analisa monitoring 

L . 

dan evaluasl pelaksanaan rumusan 
- -- -7 3 kebijakan dibidang Sarana Pendidlkan 

Agama untuk disetujui oleh Sekretaris T 
Daerah I 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah I ... 4 terkait evaluasi pelaksanaan rumusan 
kebijakan dibidang Sarana Pendidikan 

I Aaama 
' Mengevaluasi dampak/manfaat dart ... pelaksanaan rumusan kebljakan dibidang 

5 Sarana Pendldlkan Agama bagi 
masyarakat 

' 
Mengusulkan notulen rapat koordinasi 

6 dengan perangkat daerah • L - -Mendokumentasikan / mengarsipkan • 7 
hasil anallsa monitoring dan evaluasl 

MUTIJ BAKU 
Persyaratan / 

Waktu Output Kelenakanan 

- Rumusan 
kebijakan 

Data monitoring dan (surat edaran) 
30 harl evaluasi pelaksanaan - Form 

rumusan kebijakan monitoring dan 
evaluasl 

Iuara 
monitoring dan 

30 harl Laporan analisa hasil 
evaluasi monitoring dan evaluasi 

Laporan analisa 
hasil 

7 harl Hasil analisa monitoring 
monitoring dan dan evaluasi 
evaluasl 

Hasil analisa 
Rapat koordinasl dengan monitoring dan 7 hari 
perangkat daerah terkait evaluasi 

"ul', .. 

koordinasi 
dengan 1 hart Notulen hasll evaluasi 
perangkat 

.L 

Notulen hasil 
3 hari Nota dlnas hasil evaluasi 

evaluasl yang ditandatangani 
• •~u"' amas nasu 

Arsip laporan hasll evaluasl yang 1 harl 
evaluasi 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

M HIDAYAT, S.Sos. M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 197008051997031 004 
--

KET 

Dilakukan 
melalui turun 
lapangan 
dan/atau 
komunikasi 
jarakjauh 



, \ 

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN 



NomorSOP 000.8.3.3/012.1/1933.9/2024 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret 2024 

Tgl. Revisi 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 
Nama SOP Pendidikan Kea amaan 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undan -Undan Nomor 33 Tahun 2014 Tentan Jaminan Prociuk Halal 1. Jenjang Pendidikan SMA, Sl, S2 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 

Prociuk Halal 
3. K la Badan Pen elen ara Jaminan Prociuk Halal No. 57 Tahun 2023 
4. 

Pergub Jatim No. 43 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomo tren 

5. er a rovms1 awa 1mur rmoor 
Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan 
Peroran an Dinas 

6. Pergub Jatim No. 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
Esa 

7. entang PenJa 
024 

B. DPA No. 00.02.0000 001 2024 
Keterkaitan: Peralatan Perlen ka an 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 2. SOP Distribusi Surat 

2.ATK 5. Kamera 
3. Software 6. Jarin an internet 

)erin atan Pencatatan dan Pendataan 

!\pabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
~fisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTMTAS AnalisBina 

Persyaratan I KET Kepala Biro Tim Kerja Kehidupan Pengolah Data Waktu Output 
Aaama Kelengkapan 

- Kajlan lsu strategis 
1 Mengumpulkan data terkait Pendidikan - - Kajian akaclemls 

30 hari Database terkait 
Keagamaan - Data dari OPD Terkalt Kegiatan Keagamaan 

I - Data sebetumnya 

2 Menginventarisasi data terkait - Database terkait 
10 hari Database terpllah Pendldikan Keagamaan I Keglatan Keagamaan 

Manganalisa penyebab kondisi existing • 3 dlbidang Pendidikan Keagamaan di Jawa Database terpilah 14 hari L.aporan analisa data 
Timur 

Menyiapkan bahan rapat koordlnasl • 4 sebagai penyelesaian masalah kondlsl . L.aporan anallsa data 7hari Kerangka Acuan Kerja 
existing .. 

I 
Menelaah bahan rapat koordlnasi 

♦ 
I 
I 

Kerangka acuan kerja 5 sebagai penyelesalan masalah kondlsi Kerangka Acuan Kerja 3 hari 
existing yang telah disetujul 

L , • - Kerangka acuan kerja 

6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan yang telah dlsetuJul 3 hari Draft rumusan Tim kerja sesual dengan 
instansi terkait - Surat undangan keblJakan SKSekda 

I - Narsum, dll 

7 Membuat rumusan kebijakan 
r-

, __ Draft rumusan 7 hari Usulan rumusan 
berdasarkan hasll rapat koordlnasl I kebijakan kebijakan 
Mengusulkan rumusan kebljakan di 

♦ 8 bidang Pendldikan Keagamaan dengan Usulan rumusan 
3 hari Rumusan kebijakan 

memberikan paraf untuk kemudlan kebijakan (surat edaran) 
disetului Sekda --, 
Menyampaikan rumusan kebijakan llilH Rumusan kebijakan Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 10 terkait Pendidikan Keagamaan kepada 

(surat edaran) 3 hari 
(surat edaran) Distribusi Surat sasaran 

~I 11 Membuat laporan kegiatan rapat Rumusan kebijakan 
30 hari L.aporan kegiatan Terkait dengan SOP Arsip 

koordinasi (surat edaran) Dlnamis 
-- --· 

I Mendokumentasikan / mengarsipkan - Rumusan kebijakan 
Arsip rumusan Terkait dengan SOP Arsip 12 (surat edaran) 1 hari kebijakan terkait Pendidikan Keagamaan 

- L.aporan kegiatan kebijakan Dinamis 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN 



a NomorSOP : 000.8.3.3/012.1/1933.10/2024 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret2024 

Tgl. Revisi : 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret2024 ,,., 

Disahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ,?~, 
,:;,•ta~J,u~~ Nama SOP : Evaluasi Kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undana-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentana Jaminan Produk Halal 1. Jenjang Pendidikan SMA, 51, 52 

Peraturan Pemenm:an Nomor s:1 l anun LULI l entang t'E!nye1enggaraan i:s1aang Jamman 
2. Produk Halal 

3. Keoutusan Kepala Badan Penyelenaaara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2023 

Pergub Jatim No. 43 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
4. Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

Perda Provinsi Jawa nmur No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor 
Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan 

5. Peroranaan Dinas 
1 Pergub Jat,m No. tR:S 1 anun LU-'.l 1 entang Peaoman Kel)a dan PelaKSanaan tugas 

L dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Pergub Jatim No. 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

7. Belania Daerah Tahun Anggaran 2024 
8. DPA No. DPNA.1/4.0l.0.00.0.00.02.0000/001/2024 
Keterkaitan: 

Peralatan / Perlengkaoan 
1. SOP Arsip Dinamis 

1. Laptop 4. Printer ! 2. SOP Distribusi Surat 
2.ATK 5. Kamera 
3. Software 6. Jaringan internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Kebijakan Analis Pengolah Data Persyaratan / 
Waktu Output KET 

Kelengkapan 

(,-;-
- Rumusan 

n melalui Mengumpulkan data pelaksanaan 
- h l kebijakan (surat Data monitoring dan 

turun 1 rumusan kebijakan dibidang Pendidikan )I. edaran) 30 hari evaluasl pelaksanaan 
lapangan Keagamaan yang telah ditindaklanjuti - Form monitoring rumusan kebijakan 

dan evaluasi dan/atau 

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan Data monitoring 
2 kebijakan dibidang Pendidikan -- -- -- -----. dan evaluasi 

30 hari Laporan analisa hasil 
Keagamaan I pelaksanaan monitoring dan evaluasi .... -.. ~~- .. 
Mengusulkan hasil analisa monitoring -
dan evaluasi pelaksanaan rumusan • Laporan analisa 

3 kebijakan dibidang Pendidikan l hasil monitoring dan 7 hari Hasil analisa monitoring 
Keagamaan untuk disetujui oleh L evaluasi dan evaluasi 
Sekretaris Daerah 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah ---- Hasil analisa 
4 terkait evaluasi pelaksanaan rumusan 

+--,_ monitoring dan 7 hari Rapat koordinasi dengan 
kebijakan dibidang Pendidikan 

evaluasi perangkat daerah terkait 
Keagamaan 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari 

L-. Rapat koordinasi 
5 pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang - - dengan perangkat 1 hari Notulen hasil evaluasi 

Pendidikan Keagamaan bagi masyarakat daerah terkait 

6 
Mengusulkan notulen rapat koordinasi 

~ 
Notulen hasil 

3 hari Nota dinas hasil evaluasi 
dengan perangkat daerah evaluasi yang ditandatangani 

Mendokumentasikan / mengarsipkan 
~y Nota dinas hasil 

Arsip laporan hasil 7 
hasil analisa monitoring dan evaluasi evaluasi yang 1 hari 

evaluasi 
( l ditandatangani 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

,,;,OS, m ,m. 

ma Muda -
P. 19700805 199703 1 004 



I l• 

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG LEMBAGA BINA SPIRITUAL 



\ . 

NomorSOP 000.8.3.3/012.1 /1933.11/2024 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret2024 

Tgl. Revisi 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan Maret2024 

Disahkan oleh Kepala Biro Kese·ahteraan Rakyat 
Nama SOP Perumusan Kebi'akan di bidan Lembaga Bina Spiritual 

>asar Hukum Kualifikasi Pelaksana: 
1. Jenjang Pendidikan SMA, Sl, S2 

Umrah 
I 

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Reguler 
Peraturan Daera Provinsi Jawa Timur Nomor 9 T: Tentang Penggunaan 
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional 
Dan/ Atau Kendaraan Perorangan Dinas 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan 

Penda tan dan Belan·a Daerah Tahun Anggaran 2024 
Keputusan Kanwil Kemena Jatim No. 168 Tahun 2024 
DPA No. DPA/A.1/4.0l.0.00.0.00.02.0000/001/2024 

:eterkaitan: 
Peralatan / Perlengkapan 

. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 

. SOP Distribusi Surat 2.ATK 5. Kamera 
3. Software 6. Jaringan internet 

eringatan Pencatatan dan Pendataan 
pabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tldak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
fisien 



I• 

PELAKSANA 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS AnallsBina 
Kepala Biro Tim Kerja Kehidupan Pengolah Data 

Agama 

1 Mengumpulkan data terkait Lembaga 
Bina SplritUal -

2 Menginventarisasi data terkait Lembaga 
Bina SplritUal i--- -
Manganalisa penyebab kondlsi existing .,. 3 dibidang Lembaga Bina SpiritUal di Jawa 
Timur 

Menyiapkan bahan rapat koordlnasi 
4 sebagal penyelesaian masalah kondisi . - - 1111 

existing - ~ 

Menelaah bahan rapat koordinasi 

~ 5 sebagai penyelesalan masalah kondisl 
existing 

Melaksanakan rapat koordinasl dengan l 6 instansl terkait 1'.tl.,'JJ;,l 
7 Membuat rumusan kebijakan 

berdasarkan hasil rapat koordinasi r--- -
Mengusulkan rumusan kebijakan di 

. F d bidang Lembaga Bina Spiritual dengan 8 
memberikan paraf untuk kemudian 
disetujui Sekda 

Menyampaikan rumusan kebijakan 
. _... 10 terkait Lembaga Bina Spiritual kepada 

sasaran 

11 Membuat laporan kegiatan rapat r-c:::J+C koordinasi 

Mendokumentasikan / mengarsipkan l 12 
kebijakan terkait Lembaga Bina Spiritual 

Persyaratan / Kelengkapan 

- Kajian isu strategis 
- Kajian akademis 
- Data dari OPD Terkait 
- Data sebefumnya 

Database terkait Kegiatan 
Keagamaan 

Database terpiiah 

Laporan analisa data 

Kerangka Acuan Kerja 

- Kerang1<a acuan kerJa 
yang telah disetujui _.,,._ 

Draft rumusan kebljakan 

Usulan rumusan kebijakan 

Rumusan kebijakan ( surat 
edaran) 

Rumusan kebijakan (surat 
edaran) 

- Rumusan kebijakan (surat 
edaran) 
- Laporan kegiatan 

MlJTU BAKU 

Waktu Output KET 

30 hart Database terkait 
Kegiatan Keagamaan 

10 hart Database terpilah 

14 hari Laporan analisa data 

7 hari Kerangka Acuan Kerja 

Kerangka acuan kerja 3 harl 
yang telah disetujui 

Draft rumusan Tim kerja sesuai dengan 3 hari 
kebijakan SKSekda 

7 hart Usulan rumusan 
kebijakan 

3 hari Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 

Rumusan kebljakan Terkait dengan SOP 3 hari 
(surat edaran) Distribusi Surat 

30 hart Laporan kegiatan Terkait dengan SOP Arsip 
Dlnamis 

Arsip rumusan Terkait dengan SOP Arsip 1 hari 
kebijakan Dlnamls 

J:SEJAHTERAAN RAKYAT 

IMAM HIDAYAT, $,Sos. M,M, 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19700805 199703 1 004 
r---



I• 

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG LEMBAGA BINA SPIRITUAL 



Dasar Hukum 

1. 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Peraturan Pemerint:ah Republlk Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tent:ang Koordinasi 
2. IPenyelenggaraan lbadah Haji. 

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan lbadah Haji 
3. IReguler 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan 
4. IKendaraan Bennotor USbik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional 

Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja dan 
5. IPelaksanaan Tugas dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran 
6. IPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

7. Ke utusan Kantor Wllayah Kementerian A ama Jawa Timur Nomor 168 Tahun 2024 
8. DPA No. DP_NA.1/4.()_1.0.00.0.00.02.0000/001/2024 
Keterkaitan: 

1. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP DiSbibusi Surat 

NomorSOP : looo.a.3.31012.1I1933_ 1212024 
Tgl. Pembuatan : I 4 Maret 2024 
Tgl. Revisi : 
Tgl. Pengesahan : 4 Maret2024 
Disahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
Nama SOP : Evaluasi Kebijakan di bidang Lembaga Bina Spiritual 
Kualifikasi Pelaksana: 
1. Jenjang Pendidikan SMA, Sl, S2 

Peralatan / Perlen_g_kapan 

1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 

4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

'ering~tan IPencatat:an dan Pendataan 
~pabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan ISetiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
~fisien 



NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 
PELAKSANA 

KPN!la Biro Tim l(Prtl Analls Kebliakan Analis 

Mengumpulkan data pelaksanaan -1 rumusan kebijakan dibidang Lembaga 
Bina Spiritual yang telah ditlndaklanjutl 

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan -- ~-- - -~ 2 kebijakan dibidang Lembaga Bina 
Spiritual f 

Mengusulkan hasil analisa monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan rumusan ♦ - -

3 kebijakan dibidang Lembaga Bina l Spiritual untuk disetujui oleh Sekretaris 
n,,i>r.\h - --
Berkoordlnasi dengan Perangkat Daerah 

4 
terl<ait evaluasi pelaksanaan rumusan ---kebijakan clibidang Lembaga Bina -Soiritual 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari 

- -5 pelaksanaan rumusan kebijakan dibldang --
Lembaga Bina Spiritual bagl masyarakat 

~ 

6 
Mengusulkan notulen rapat koordinasl • dengan perangkat daerah 

,__ --- --

Mendokumentasikan / mengarsipkan 
7 hasil anallsa monitoring dan evaluasl 

Pennolah Data 

i_JIII 
X 

l 

MUTU BAKU 
Persvaratan I Walctu n.,tnut 

- Rumusan kebijakan 
Data monltor1ng dan (surat edaran) 

30 hari evaluasi pelaksanaan - Fonn monitoring dan 
evaluasi rumusan kebijakan 

Data monitoring dan Laporan anallsa hasil 
evaluasi pelaksanaan 30 hari 
rumusan kebijakan monitoring dan evaluasi 

Laporan analisa hasil Hasil anallsa monitoring monitoring dan 7 hari dan evaluasi 
evaluasi 

Hasil analisa 
monitoring dan 7 hari 

Rapat koordinasi dengan 
perangkat daerah terl<ait 

evaluasi 

Rapat koordlnasi 
dengan perangkat 1 hari Notulen hasil evaluasi 
daerah terkalt 

Notulen hasil evaluasi 3 hari 
Nota dinas hasil evaluasi 
yang dltandatangani 

Nota dlnas hasil 
Arsip laporan hasil evaluasi yang 1 hari 

ditandatanganl evaluasi 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

,.M.M. 
luda 

NIP. 19700805 1997031 004 

KET 

Dilakukan melalui 
turun lapangan 
dan/atau 
komunikasi jarak 
jauh 



NomorSOP 000.8.3.3/012.2/1934.5/2024 

~, SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret 2024 

Tgl. Revisi 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan Maret 2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

~~ Nama SOP SOP Perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan 
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 32 ayat 1, "Negara 1. Sl Semua Jurusan 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan 2. Memahami ketentuan perundang - undangan tentang kebudayaan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 3. Memahami mekanisme rapat koordinasi 
budayanya" 4. Panitia kegiatan rapat koordinasi 

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 5. Stake Holder di bidang kebudayaan 
Kebudayaan 

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 
dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 

Keterkaitan: Peralatan / PerlenQkapan 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 
2. SOP Distribusi Surat 2. ATK 

3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Budaya Pengolah Data 
Persyaratan / 

Waktu Output 
KET 

Kelenakaoan 

- Kajian isu strategis 

1 Mengumpulkan data terkait Kebudayaan C) - Kajian akademis 
30 hari Database terkait 

- Data dari OPD Terkait Kebudayaan 

I - Data sebelumnya 

2 Menginventarisasi data terkait CJ Database terkait 
10 hari Database terpilah 

Kebudayaan r-- Kebudayaan 

3 
Manganalisa penyebab kondisi existing Q Database terpilah 14 hari Laporan analisa data 
dibidang Kebudayaan di Jawa Timur 

Menyiapkan bahan rapat koordinasi ¢ 4 sebagai penyelesaian masalah kondisi Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja 
existinn I 
Menelaah bahan rapat koordinasi 

♦ J Kerangka acuan kerja 
5 sebagai penyelesaian masalah kondisi - Kerangka Acuan Kerja 3 hari 

existing 
yang telah disetujui 

'-- - -- - Kerangka acuan kerja 

6 
Melaksanakan rapat koordinasi dengan D yang telah disetujui 3 hari Draft rumusan Tim kerja sesuai dengan 
instansi terkait - Surat undangan kebijakan SK Sekda 

- Narsum dll 

7 Membuat rumusan kebijakan D Draft rumusan 
7 hari 

Usulan rumusan 
berdasarkan hasil rapat koordinasi I kebijakan kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di 

◊ l Usulan rumusan Rumusan kebijakan 
8 bidang Kebudayaan dengan memberikan kebijakan 3 hari (surat edaran) 

paraf untuk kemudian disetujui Sekda 
' 

9 
Menyampaikan rumusan kebijakan Y<I Rumusan kebijakan 

3 hari 
Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 

terkait Kebudayaan kepada sasaran (surat edaran) (surat edaran) Distribusi Surat 

10 Membuat laporan kegiatan rapat c=J<) Rumusan kebijakan 
30 hari Laporan kegiatan Terkait dengan SOP Arsip 

koordinasi (surat edaran) Dinamis 

Mendokumentasikan / mengarsipkan ~ - Rumusan kebijakan 
Arsip rumusan Terkait dengan SOP Arsip 

11 kebijakan terkait Kebudayaan I (surat edaran) l hari 
kebijakan Dinamis 

D - Laporan kegiatan 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



Nomor SOP 000.8.3.3/012.2/1934.6/2024 
~~~ SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret 2024 

l J, I Tgl. Revisi : ~ i ii t 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan 4- Maret 2024 .... Disahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

~1~~ 
Nama SOP : SOP Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan 

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 32 ayat 1, "Negara 1. 51 Semua Jurusan 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan 2. Memahami ketentuan perundang - undangan tentang kebudayaan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 3. Memahami mekanisme rapat koordinasi 
budayanya" 4. Panitia kegiatan rapat koordinasi 

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 5. Stake Holder di bidang kebudayaan 
Kebudayaan 

Keterkaitan: Pera Iatan / Perlenqkapan: 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 
2. SOP Distribusi Surat 2. ATK 

3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Kebijakan Analis Budaya 

Mengumpulkan data pelaksanaan 
1 rumusan kebijakan dibidang Kebudayaan 

yang telah ditindaklanjuti 

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan -,~6 2 
~ - -, ~ 

kebijakan dibidang Kebudayaan I 
Mengusulkan hasil analisa monitoring 

'<? 3 
dan evaluasi pelaksanaan rumusan 

7 kebijakan dibidang Kebudayaan untuk 
disetuiui oleh Sekretaris Daerah 

L_ 
I 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 

9 5 terkait evaluasi pelaksanaan rumusan ~ -- -
kebijakan dibidang Kebudayaan 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari i 
6 pelaksanaan rumusan kebijakan I -ti ' I 

dibidang Kebudayaan bagi masyarakat I 
Mengusulkan notulen rapat koordinasi ~ 7 
dengan perangkat daerah 

L- - ~- _ ,_ - - 1--- -

Mendokumentasikan / mengarsipkan 
8 hasil analisa monitoring dan evaluasi 

Pengolah Data 
Persyaratan / 
Kelenakaoan 

- Rumusan kebijakan 
( ) (surat edaran) 

I - Form monitoring dan 
evaluasi 

Data monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
rumusan kebijakan 

Laporan analisa hasil 
monitoring dan evaluasi 

Hasil analisa monitoring 
dan evaluasi 

Rapat koordinasi 
dengan perangkat 
daerah terkait 

Notulen hasil evaluasi 

- -, 
• y Nota dinas hasil 

evaluasi yang 
ditandatangani 

( ) 

MUTU BAKU 

Waktu Output 
KET 

Data monitoring dan Dilakukan melalui turun 
30 hari evaluasi pelaksanaan lapangan dan/atau 

rumusan kebijakan komunikasi jarak jauh 

Laporan analisa hasil 
30 hari 

monitoring dan evaluasi 

7 hari 
Hasil analisa monitoring 
dan evaluasi 

Rapat koordinasi 
7 hari dengan perangkat 

daerah terkait 

1 hari Notulen hasil evaluasi 

Nota dinas hasil 
3 hari evaluasi yang 

ditandatangani 

Arsip laporan hasil 1 hari 
evaluasi 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
'NIP, 19700805 199703 1 004 

r" 



Nomor SOP 000.8.3.3/012.2/1934. 7 /2024 
('l~,~ SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret 2024 

~~g Tgl. Revisi 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 1 Maret 2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

!,t-,t~..@ 
Nama SOP SOP Perumusan kebijakan di bidang pariwisata 

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 32 ayat 1, "Negara 1. Sl Semua Jurusan 

memajukan Pariwisata nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin 2. Memahami ketentuan perundang - undangan tentang Pariwisata 
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" 3. Memahami mekanisme rapat koordinasi 

4. Panitia kegiatan rapat koordinasi 
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Stake Holder di bidang Pariwisata 

Keterkaitan: Peralatan / Perlenakapan 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 
2. SOP Distribusi Surat 2.ATK 

3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PEL.AKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro nm Kerja Analis Pengolah Data Persyaratan / Waktu Output 
KET 

Pariwisata Kelenakaoan 

- Kajian isu strategis 

1 Mengumpulkan data terkait Pariwisata 9 
- Kajian akademis 

30 hari 
Database terkait 

- Data dari OPD Terkait Pariwisata 
- Data sebelumnya 

• 
2 Menginventarisasi data terkait Pariwisata --- I_ J Database terkait 

10 hari Database terpilah Pariwisata 

3 
Manganalisa penyebab kandisi existing [j iJ Database terpilah 14 hari Laporan analisa data 
dibidang Pariwisata di Jawa nmur 

Menyiapkan bahan rapat kaardinasi 

Q 4 sebagai penyelesaian masalah kondisi r Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja 
existina 
Menelaah bahan rapat koordinasi 

◊ J Kerangka acuan kerja 
5 sebagai penyelesaian masalah kondisi - Kerangka Acuan Kerja 3 hari 

yang telah disetujui 
existing 

'--- -

~ 
- Kerangka acuan kerja 

6 
Melaksanakan rapat koordinasi dengan yang telah disetujui 

3 hari Draft rumusan nm kerja sesuai dengan 
instansi terkait - Surat undangan kebijakan SK Sekda 

I - Narsum dll 

7 
Membuat rumusan kebijakan ,- D Draft rumusan 

7 hari Usulan rumusan 
berdasarkan hasil rapat koordinasi ... kebijakan kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di 0 J Usulan rumusan Rumusan kebijakan 
8 bidang Pariwisata dengan memberikan kebijakan 3 hari (surat edaran) 

I oaraf untuk kemudian disetuiui Sekda 

10 
Menyampaikan rumusan kebijakan Q Rumusan kebijakan 

3 hari 
Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 

terkait Pariwisata kepada sasaran (surat edaran) (surat edaran) Distribusi Surat 

11 
Membuat laporan kegiatan rapat 

r L_J{) Rumusan kebijakan 
30 hari Laporan kegiatan Terkait dengan SOP Arsip 

koordinasi (surat edaran) Dinamis 
- -, 

Mendokumentasikan / mengarsipkan ~ - Rumusan kebijakan 
Arsip rumusan Terkait dengan SOP Arsip 12 

kebijakan terkait Pariwisata 6 
(surat edaran) 1 hari kebijakan Dinamis 
- Laporan kegiatan 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



Nomor SOP 000.8.3.3/012.2/1934.8/2024 1)'1;1 f~ 

t · SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret 2024 

~ ' ' 
~ Tgl. Revisi : .. 

4 Maret 2024 - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan 

' Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
"' .. ~ .IIICJ'iiile~ 

Nama SOP SOP Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata : 
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 1. 51 Semua Jurusan 

2. Memahami ketentuan perundang - undangan tentang Pariwisata 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Induk Pembangunan 3. Memahami mekanisme rapat koordinasi 

Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032 4. Panitia kegiatan rapat koordinasi 
5. Stake Holder di bidang Pariwisata 

Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan: 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 
2. SOP Distribusi Surat 2. ATK 

3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

PerinQatan: Pencatatan dan Pendataan: 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PEu\KSANA 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Kebijakan 
Analis 

Pariwisata 

Mengumpulkan data pelaksanaan 
1 rumusan kebijakan dibidang Pariwisata 

yang telah ditindaklanjuti 
r -

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan -0 2 kebijakan dibidang Pariwisata 
J 

Mengusulkan hasil analisa monitoring ~-._ 3 
dan evaluasi pelaksanaan rumusan 

7 kebijakan dibidang Pariwisata untuk 
disetuiui oleh Sekretaris Daerah • 
Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah 

I ~ 5 terkait evaluasi pelaksanaan rumusan 
~ 

kebiiakan dibidana Pariwisata . 
' 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari .. - - J 

6 pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang - - -- - •I I 
Pariwisata bagi masyarakat I 

7 
Mengusulkan notulen rapat koordinasi l .• dengan perangkat daerah 

l- -

8 
Mendokumentasikan / mengarsipkan 
hasil analisa monitoring dan evaluasi 

Pengolah Data Persyaratan / 
Kelenokaoan 

- Rumusan kebijakan 

( ) (surat edaran) 
- Form monitoring dan _J evaluasi 

Data monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
rumusan kebijakan 

Laporan analisa hasil 
monitoring dan evaluasi 

Hasil analisa monitoring 
dan evaluasi 

Rapat koordinasi 
dengan perangkat 
daerah terkait 

Notulen hasil evaluasi 

--♦ 

y Nota dinas hasil evaluasi 
yang ditandatangani 

C ~ .... ) 

MUTU BAKU 

Waktu Output 
KET 

Data monitoring dan Dilakukan melalui turun 
30 hari evaluasi pelaksanaan lapangan dan/atau 

rumusan kebijakan komunikasi jarak jauh 

Laporan analisa hasil 30 hari 
monitoring dan evaluasi 

7 hari Hasil analisa monitoring 
dan evaluasi 

Rapat koordinasi 
7 hari dengan perangkat 

daerah terkait 

1 hari Notulen hasil evaluasi 

3 hari Nota dinas hasil evaluasi 
yang ditandatangani 

1 hari Arsip laporan hasil 
evaluasi 

RO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

_ 'embina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 



fl 
NomorSOP : 000.8.3.3/012.2/1934.1/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 
Tgl. Revlsi : 

BIRO KESElAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 
Disahkan oleh : Kenala Biro Keseiahteraan Rakvat 

~ 7, Nama SOP : Perumusan kebijakan di biclang Kepemudaan 
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 1. Jenjang Pendidikan 51 Semua Jurusan 
2. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organlsasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pernerintah Provins! dan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordlnasl Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 

Keterkaitan: Peralatan / Perlenakaoan 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Distrlbusi Surat 2.ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jarinqan internet 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada fonn yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja 
Analis 

Pengolah Data 
Persyaratan / 

Waktu Output KET 
Kepemudaan Kelengkapan 

- Kajian isu strategis 

1 Mengumpulkan data terkait Kepemudaan - - Kajian akademis 
30 hari Database terkait 

- Data dari OPD Terkait Kepemudaan 

I - Data sebelumnya 

2 Menginventarisasi data terkait D Database terkait 
10 hari Database terpilah 

Kepemudaan 
r - . 

Kepemudaan 

3 
Manganalisa penyebab kondisi existing di - Database terpilah 14 hari Laporan analisa data bidang Kepemudaan di Jawa Timur I 
Menyiapkan bahan rapat koordinasi • 4 sebagai penyelesaian masalah kondisi . Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja 
existing i 

♦ 
I 

Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai I Kerangka acuan kerja 
5 penyelesaian masalah kondisi existing 

Kerangka Acuan Kerja 3 hari 
yang telah disetujui 

L- --, - - Kerangka acuan kerja 

6 
Melaksanakan rapat koordinasi dengan yang telah disetujui 

3 hari Draft rumusan kebijakan Tim kerja sesuai dengan 
instansi terkait I - Surat undangan SK Sekda 

- Narsum, dll 

7 
Membuat rumusan kebijakan CIJ Draft rumusan kebijakan 7 hari Usulan rumusan 
berdasarkan hasil rapat koordinasi • kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di • . Usulan rumusan Rumusan kebijakan 8 bidang Kepemudaan dengan memberikan kebijakan 
3 hari 

(surat edaran) 
paraf untuk kemudian dlsetujui Sekda -1 

9 
Menyampaikan rumusan kebijakan -◄• Rumusan kebijakan 

3 hari 
Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 

terkait Kepemudaan kepada sasaran I (surat edaran) (surat edaran) Distribusi Surat 

Membuat laporan kegiatan rapat ·:;,9.·•,;11 -c Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP Arsip 10 M:-: J·'--' , 30 hari Laporan kegiatan 
koordinasi I (surat edaran) Dinamis 



-- l 

11 
Mendokumentasikan / mengarsipkan V - Rumusan kebijakan 

. 

kebijakan terkait Kepemudaan I (surat edaran) 1 hari Arsip rumusan kebijakan Terkait dengan SOP Arsip 

- - Laporan kegiatan 
Dinamis 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

,-
, Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 



II 
Nomor SOP : 000.8.3.3/012.2/1934.2/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 
Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret2024 
Dlsahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

~-.._~ ~ t Nama SOP : Evaluasl pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan 
Dasar Hukum: Kualifikasl Pelaksana: 
1. Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntah Daerah; 1. S1 Semua Jurusan 
2. Peraturan Gubemur Jawa Tlmur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organlsasl, Uraian Tugas Dan Fungsl Serta Tata Kerja Sekretarlat Daerah Provlnsi Jawa Timur; 
3. Peraturan Mentert Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Ungkungan Pemerlntah Provins! dan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 
5. Peraturan Preslden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordlnasl Strategls Llntas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 

Keterkaitan: Peralatan / Perlenakaoan 
1. SOP Arslp Dlnamls 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Dlstrlbusi Surat 2. ATK 5. Kamera 

3. software 6. Jarlngan Internet 

Perlngatan Pencatatan dan Pendataan 
Setlap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang dlsediakan 

Aoabila SOP tldak dl1alankan akan menvebabkan kealatan tida~ berialan dengan efektif dan efislen 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro 11m Kerja Analis Kebijakan Analis Pengolah Data Persyaratan / 
Waktu Output 

KET 
Kern>mudaan Kelenaka=n 

Mengumpulkan data pelaksanaan 
- Rumusan kebijakan 

Data monitoring dan Dilakukan melalui turun - (surat edaran) 1 rumusan kebijakan di bidang 
- Form monitoring dan 

30 hari evaluasl pelaksanaan iapangan dan/atau 
Kepemudaan yang teiah ditindaklanJuti evaluasi rumusan kebijakan komunlkasi Jarak Jauh 

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan . ,. Data monitoring dan 
Laporan analisa hasil 2 

kebijakan di bidang Kepemudaan 
evaluasi pelaksanaan 30 hari 

monitoring dan evaluasi 
rumusan keblJakan 

Mengusulkan hasil analisa monitoring • dan evaluasi pelaksanaan rumusan -
~ -1 Laporan analisa hasil Hasil analisa monitoring 

3 7 hari 
kebljakan di bidang Kepemudaan untuk i monitoring dan evaluasi dan evaiuasi 
dlsetujul oleh Sekretaris Daerah 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah I - Hasil analisa monitoring 
Rapat koordinasi 

4 terkait evaluasi pelaksanaan rumusan 
dan evaluasi 

7 hari dengan perangkat 
kebijakan di bidang Kepemudaan daerah terkalt 

I 
_, 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari ~rn Rapat koordinasi 
5 pelaksanaan rumusan kebijakan di dengan perangkat 1 hari Notulen hasil evaluasi 

bidang Kepemudaan bagi masyarakat daerah terkalt 
-

Mengusulkan notulen rapat koordinasi ~♦ Nota dinas hasil 
6 Notulen hasil evaluasi 3 hari evaluasi yang 

dengan perangkat daerah 
ditandatangani - --- - -

Mendokumentasikan / mengarslpkan • Nota dinas hasll 
Arsip laporan hasil 7 

hasil analisa monitoring dan evaluasi I evaluasi yang 1 hari 
evaluasi • ditandatangani 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

llf!AM HIDAYAT. $.Sos. M.M. 
, Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 1997031 004 



• 
NomorSOP : 000.8.3.3/012.2/1934.3/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 
Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 
Disahkan oleh : Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat 

~~ Nama SOP : Perumusan kebijakan di bidang Olahraga 
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 1. Jenjang Pendidikan S1 Semua Jurusan 
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nornor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operaslonal Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi clan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. 

Keterkaitan: Peralatan I Perlengkapan 
1. SOP Arsip Dinarnis 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Distribusi Surat 2. ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jarinqan internet 
Perinaatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tldak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Olahraga Pengolah Data Persyaratan / Waktu Output 
KET 

Kelengkapan 

- Kajian isu strategis 

1 Mengumpulkan data di bidang Olahraga - - Kajian akademis 
30 hari 

Database di bidang 
- Data dari OPD Terkait Olahraga 

I - Data sebelumnya I 

2 
Menginventarisasi data di bidang Et=1 Database di bidang 

10 hari Database terpilah Olahraga 
. 

Olahraga 

Manganalisa penyebab kondisi existing di D Database terpilah 3 
. 

14 hari Laporan analisa data bldang Olahraga di Jawa Timur 

Menyiapkan bahan rapat koordinasi C. 4 sebagai penyelesaian masalah kondisi - .. - Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja 
existing • i 
Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai ♦ I 

Kerangka Acuan Kerja Kerangka acuan kerja 5 
penyelesaian rnasalah kondisi existing 

3 hari 
yang telah disetujui 

L-- -----, 

111111 
- Kerangka acuan kerja 

6 
Melaksanakan rapat koordinasl dengan yang telah disetujui 

3 hari Draft rumusan kebijakan Tim kerja sesuai dengan 
instansi terkait I - Surat undangan SK Sekda 

- Narsum, dll 
I 

7 
Membuat rumusan kebijakan ~- - - Draft rumusan kebijakan 7 hari Usulan rumusan 
berdasarkan hasil rapat koordinasi • kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di • . - Usulan rumusan Rumusan kebijakan 8 bidang Olahraga dengan memberikan kebijakan 3 hari (surat edaran) paraf untuk kemudian disetujui Sekda 

.,, 
9 

Menyampaikan rumusan kebijakan di r::, I ~ -• Rumusan kebijakan 
3 hari 

Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 
bidang Olahraga kepada sasaran I 

(surat edaran) (surat edaran) Distribusi Surat 

10 
Membuat laporan kegiatan rapat - ~ Rumusan kebijakan 

30 hari Laporan kegiatan Terkait dengan SOP Arsip 
koordinasi (surat edaran) Dinamis 



. - . - . 1 

11 Mendokumentasikan / mengarsipkan V 
kebijakan di bidang Olahraga • 

- Rumusan kebijakan 
(surat edaran) 1 hari 
- Laporan kegiatan 

Arsip rumusan kebijakan Terkait dengan SOP Arsip 
Dinamis 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 

-



a 
NomorSOP : 000.8.3.3/012.2/1934.4/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 
Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret2024 
Disahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat . ~ -~ 4!!tA,.,.,...,.~ 
NamaSOP : Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga 

Casar Hukum: Kualifikasl Pelaksana: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 1. S1 Semua Jurusan 
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organlsasl, Uraian Tugas Dan Fungsl Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provins! Jawa Timur; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operaslonal Prosedur DI Ungkungan Pemerlntah Provins! dan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. 

Keterkaitan: Peralatan / Perlengkaoan 
1. SOP Arslp Dlnamls 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Distrlbusi Surat 2.ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jaringan Internet 

Perinaatan Pencatatan dan Pendataan 
Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang dlsedlakan 

Aoablla SOP tldak dllalankan. akan menvebabkan keaiatan tidak berialan denaan efektif dan efislen 



PELAKSANA 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis KebiJakan Analis Olahraga Pengolah Data 

Mengumpulkan data pelaksanaan -1 rumusan kebljakan di bidang Olahraga 
yang telah dltlndaklanjutl 

r J 
I 

Menganalisa hasll pelaksanaan rumusan m 2 kebljakan di bidang Olahraga 
-

Mengusulkan hasll analisa monitoring • 3 
dan evaluasi pelaksanaan rumusan -· - - - - ~ 
kebijakan di bldang Olahraga untuk 
disetuiul oleh Sekretarls Daerah I 

I 
Berkoordlnasl dengan Perangkat Daerah ce 4 terkait evaluasl pelaksanaan rumusan 
kebijakan di bldang Olahraga I 

r - ' 
Mengevaluasl dampak/manfaat darl • 

5 pelaksanaan rumusan kebijakan di •tlllrtt~ 
bldang Olahraga bagi masyarakat 

I 

Mengusulkan notulen rapat koordlnasi • 6 dengan perangkat daerah 
I 

--

Mendokumentasikan / mengarsipkan • 7 
hasil analisa monitoring dan evaluasi I • 

MUTU BAKU 
Persyaratan / Waktu Output Kelenokaoan 

- Rumusan kebijakan 
Data monitoring dan (surat edaran} 

- Form monitoring dan 
30 harl evaluasi pelaksanaan 

evaluasi rumusan kebljakan 

Data monitoring dan 
Laporan analisa hasll evaluasi pelaksanaan 30 harl 
monitoring dan evaluasl rumusan kebljakan 

L.aporan analisa hasil 
7 harl Hasil anallsa monitoring 

monitoring dan evaluasl dan evaluasi 

Hasil anallsa monitoring Rapat koordlnasl 

dan evaluasl 
7 harl dengan perangkat 

daerah terkait 

Rapat koordlnasl 
dengan perangkat 1 harl Notulen hasil evaluasi 
daerah terkalt 

Nota dinas hasil 
Notulen hasll evaluasi 3 harl evaluasi yang 

ditandatanganl 

Nota dlnas hasil 
Arsip laporan hasil evaluasi yang 1 harl 
evaluasl ditandatangani 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805199703 1 004 

KET 

Dilakukan melalul turun 
lapangan dan/atau 
komunlkasi jarak jauh 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI Bl DANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 



·* [., \ J 

Dasar Hukum 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
3. Undang-Undang No. 02 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
lndistrial. 

Keterkaitan: 
1. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP Distribusi Surat 

NomorSOP : 000.8.3.3/012.2/1934. 9/2024 
Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 
Tgl. Revisi : 
Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 
Disahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
Nama SOP : Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kualifikasi Pelaksana: 
1. Jenjang Pendidikan S1 Semua Jurusan 
2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Transmigrasi dan Tenaga kerja 
3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Transmigrasi dan Tenaga kerja 
4. Menguasai Microsoft Office 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 

4. Printer 
5. Kamera 
6. Ja_l'ingan internet 

Peringatan I Pencatata11 dan-Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan ISetiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MlffiJ BAKU 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 
Kepala Biro lim Kelja Analis Tenaga Kerja dan Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output KET 

Transmigrasi 

- Kajian isu strategis 

1 Mengumpulkan data terkait Tenaga Kerja dan Transmlgrasi • - Kajlan akademis 30 hari Database terkait Tenaga Kerja 
- Data darl OPD Terkalt dan Transmigrasi 
- Data sebelumnva 

2 Menglnventarisasi data terkait Tenaga Kerja dan Transmigrasi ~--- • Database terkait Tenaga Kerja dan 10 hari Database terpilah Transmigrasi 

3 
Manganalisa penyebab kondisl existing dlbldang Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi di Jawa limur • Database terpilah 14 hari Laporan analisa data 

4 Menylapkan bahan rapat koordinasi sebagai penyelesaian 

I • Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja masalah kondisl existing • 
5 Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai penyelesaian masalah ♦ Kerangka Acuan Kerja 3hari Kerangka acuan kerja yang 

kondlsl existing telah disetujui 

- - Kerangka acuan kelja yang telah 

6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan lnstansl terkait disetujui 3 hari Draft rumusan kebljakan lim kerja sesual dengan 
- Surat undangan SK Sekda 
- Narsum dll 

7 Membuat rumusan kebijakan berdasarkan hasil rapat koordlnasi r 11111 • 
Draft rumusan kebljakan 7harl Usulan rumusan kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebljakan di bidang Tenaga Kerja dan 

~ · 
Rumusan kebijakan (surat 8 Transmlgrasl dengan memberikan paraf untuk kemudlan Usulan rumusan kebijakan 3 hari edaran) dlsetujul Sekda 

~ -, 

10 Menyampalkan rumusan kebljakan terkait Tenaga Kerja dan 

-◄• Rumusan kebijakan (surat edaran) 3hari 
Rumusan kebijakan (surat Terkait dengan SOP 

Transmlgrasi kepada sasaran edaran) Distrlbusi Surat 

11 Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Ill◄ Rumusan kebljakan (surat edaran) 30 hari Laporan kegiatan Terkalt dengan SOP Arslp 
Dinamis 

-- - - - -
Mendokumentasikan / mengarsipkan kebljakan terkalt Tenaga • • Rumusan kebijakan (surat 

Terkalt dengan SOP Arsip 12 edaran) 1 hari Arsip rumusan kebijakan Kerja dan Transmlgrasi • - Laporan keglatan Dlnamis 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

.,,.,. 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 



NomorSOP 000.8.3.3/012.2/1934.10/2024 

l 
: 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 

Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 
4,A N.,,. Disahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat " '.;1i'-tt.o-41MA'""~ 

Nama SOP SOP Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ·- : 
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 1. 51 Semua Jurusan 
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Transmigrasi dan Tenaga kerja 

3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Transmigrasi dan Tenaga kerja 
3. Undang-Undang No. 02 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 4. Menguasai Microsoft Office 

Indistrial. 
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan 
EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Laptop 

2.ATK 
3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTMTAS 
Kepala Biro lim Kerja Analis Kebijakan 

Analis Tenaga Kerja 
Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 

KET 
dan Transmigrasi 

Mengumpulkan data pelaksanaan rumusan kebijakan - Rumusan kebijakan (surat 
Data monitoring dan Dilakukan melalui turun 

1 dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah .,. edaran) 
30 hari evaluasi pelaksanaan lapangan dan/atau 

ditindaklanjuti - Form monitoring dan 
rumusan kebijakan komunikasi jarak jauh 

r evaluasi 

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan kebijakan 
r - - - - ,. Data monitoring dan evaluasi 

Laporan analisa hasil 2 dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pelaksanaan rumusan 30 hari 
monitoring dan evaluasi kebijakan 

I 

Mengusulkan hasil analisa monitoring dan evaluasi ._ 
Laporan analisa hasil Hasil analisa monitoring 3 pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang Tenaga Kerja 

I 
7 hari 

dan Transmigrasi untuk disetujui oleh Sekretaris Daerah monitoring dan evaluasi dan evaluasi 

I 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait evaluasi 
I --r I•-·- -- - --- Rapat koordinasi 

5 pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang Tenaga Kerja Hasil analisa monitoring dan 
7 hari dengan perangkat 

dan Transmigrasi evaluasi 
daerah terkait 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari pelaksanaan 

r 
- -- Rapat koordinasi dengan 

6 rumusan lcebijakan dibidang Tenaga Kerja dan 

J 
1 hari Notulen hasil evaluasi 

Transmigrasi bagi masyarakat perangkat daerah terkait 

I -

7 Mengusulkan notulen rapat koordlnasi dengan ~. Notulen hasil evaluasi 3 hari 
Nota dinas hasil evaluasi 

perangkat daerah yang ditandatangani 
I . - -

l 8 
Mendokumentasikan / mengarslpkan hasll anallsa Nota dlnas hasll evaluast 1 hari Arslp laporan hasll 
monitoring dan evaluasi yang ditandatangani evaluasi 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI Bl DANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 



NomorSOP 000.8.3.3/012.2/1934.11/2024 ;*:, : 

·1 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 

J ._ .: Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : A. Maret 2024 
.,/. Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat ;--~ Disahkan oleh : 

-.:~ .. ~,.,,._.,_,.~ Nama SOP : Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dasar Hukum I Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa 1. Jenjang Pendidikan Sl Semua Jurusan 
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masayarakat 3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Desa 4. Menguasai Microsoft Office 
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 
Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindu ngan Anak 
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 10 
Tahun 2022 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang 
,_ ·- · ·- -- .., __ n~,...,. __ ,..._ --. 

Keterkaitan: Peralatan / Perlenakapan 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Distribusi Surat 2.ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jaringan internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PElAKSANA MtmJ BAKU 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 
Kepala Biro nm Kerja Analls Pemberdayaan 

Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 
KET 

Masyarakat dan Desa 

- Kajlan lsu strategls 
Database terkalt 

1 Mengumpulkan data terkalt Pemberdayaan Masyarakat dan .. - Kajlan akademls 
30 harl Pemberdayaan Desa - Data darl OP0 Terkalt 

Masyarakat dan Desa I - Data sebelumnya 

2 Menglnventarlsasl data terkalt Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa I • Database terkalt Pemberdayaan 10 harl Database terpllah Masyarakat dan Desa 

3 Manganallsa penyebab kondlsl existing dlbldang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jawa nmur • Database terpllah 14 harl Laporan anallsa data 

4 Menytapkan bahan rapat koordlnasl sebagal penyelesalan 

[ • Laporan anallsa data 7 har1 Kerangka Acuan Kerja masalah kondlsl existing .. 
5 Menelaah bahan rapat koordlnasl sebagal penyelesalan ♦ -- ~ j 

Kerangka Acuan Kerja 3harl Kerangka acuan kerja 
masalah kondlsl existing yang telah disetujul 

• - Kerangka acuan kerja yang telah 

6 Melaksanakan rapat koordlnasl dengan lnstansl terkalt disetujul 
3 harl Draft rumusan kebljakan Tlm kerja sesual dengan 

- Surat undangan SK Sekda 
- Narsum dll 

7 Membuat rumusan kebijakan berdasarkan hasll rapat iii Draft rumusan keblJakan 7 harl Usulan rumusan 
koordlnasl f - kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebljakan di bldang Pemberdayaan 

~ Rumusan kebijakan 8 Masyarakat dan Desa dengan memberlkan paraf untuk Usulan rumusan kebljakan 3 harl 
(surat edaran) kemudlan dlsetujul Sekda 

~ 

10 Menyampalkan rumusan kebijakan terkalt Pemberdayaan • ., .• ~-,: .. 11 
Rumusan kebijakan (surat edaran) 3harl Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 

Masyarakat dan Desa kepada sasaran (surat edaran) Dlstrlbusl Surat 

11 Membuat laporan keglatan rapat koordlnasl 111141 Rumusan kebijakan (surat edaran) 30 harl Laporan keglatan Terkait dengan SOP Arslp 
Dlnamls 

- - ---- - -· 

• Mendokumentaslkan / mengarslpkan kebUakan terkait - Rumusan kebljakan (surat 
Terkait dengan SOP Arsip 12 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa edaran) 1 harl Arslp rumusan kebJJakan 
Dlnamls • - Laporan keglatan 

KEPAlA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} 

EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 



* 
Nomor SOP : 000.8.3.3/012.2/1934.12/2024 ,, . ' 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret 2024 
,, 

: I , Tgl. Revisi : 

-,,,.::; BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 
Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat , -....11 ... ~ : .~ ~~ 

-" ~ 'l:!!:_.1t..,w,'ll""' : 

Nama SOP : SOP Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa 1. S1 Semua Jurusan 
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 4. Menguasai Microsoft Office 

Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan 
EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Laptop 

2.ATK 
3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 

Analis 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Kebijakan Pemberdayaan 
Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 

KET 
Masyarakat dan 

Desa 

Mengumpulkan data pelaksanaan rumusan - - Rumusan kebijakan (surat edaran) Data monitoring dan evaluasi Dilakukan melalui turun 
1 kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

- Fonn monitoring dan evaluasi 30 hari 
pelaksanaan rumusan kebijakan lapangan dan/atau 

Desa yang telah clitindaklanjuti komunikasi jarak jauh 
' 

2 Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan kebijakan 
- - - - · - .. Data monitoring dan evaluasi 

30 hari Laporan analisa hasil monitoring 
dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pelaksanaan rumusan kebijakan dan evaluasi 

Mengusulkan hasil analisa monitoring dan evaluasi .-3 pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang ~ - 7 Laporan analisa hasil monitoring 
7 hari Hasil analisa monitoring dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disetujul dan evaluasi evaluasi 
oleh Sekretaris Daerah I I 

L_ I 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait - - - . - Hasil analisa monitoring dan Rapat koordinasi dengan 5 evaluasi pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang 
I evaluasi 7 hari perangkat daerah terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari pelaksanaan r- ----- ➔- Rapat koordinasf dengan perangkat 6 rumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan I - _J daerah terkait 1 hari Notulen hasil evaluasi 
Masyarakat dan Desa bagi masyarakat 

r 

7 Mengusulkan notulen rapat koordinasi dengan ♦ Notulen hasil evaluasl 3 hari Not.a dinas hasil evaluasi yang 
perangkat daerah 

L ditandatangani 

-

8 
Mendokumentasikan / mengarsipkan hasil analisa I Not.a dinas hasil evaluasl yang 

1 hari Arsip laporan hasil evaluasi monitoring dan evaluasi ditandatangani 

EVALUASI KEBUAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 



NomorSOP 000.8.3.3/012.2/1934.13/2024 

;*I 
: 

r SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 
Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 11r,j 
Disahkan oleh Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat , ... \,.,": ... : -~ ~ ;,{' 
Nama SOP Perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ~ ~ .t"•w,."'" t : 

Dasar Hukum I Kualifikasi Pelaksana: 
1. Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran 1. Jenjang Pendidikan S1 Semua Jurusan 
Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kependudukan 4. Menguasai Microsoft Office 

Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Distribusi SUrat 2. ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jaringan internet 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan 
efisien 

Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 



PEI.AKSANA MUlU BAKU 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS Analis Administrasi 
KET Kepala Biro Tim Kerja Kependudukan dan Pencatatan Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 

Slpll 

- Kajlan lsu strategis 
1 Mengumpulkan data terkait Admlnistrasi Kependudukan 

~ 
- Kajlan akademls 

30 hart Database terkait Administrasi 
dan Pencatatan Slpll - Data dart OPD Terkait Kependudukan dan Pencatatan Slpil 

. 

- Data sebelumnya 

2 Menginventarisasi data terkait Admlnistrasi Kependudukan • Database terkait Admlnistrasi 
10 hart Database terpllah dan Pencatatan Sipil r Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Jlilanganalisa penyeoao rorn:nsi existing c1ctoang • 3 Admlnistrasl Kependudukan dan Pencatatan Slpil di Jawa Database terpllah 14 hart L.aporan anallsa data ,~----

4 
Menylapkan bahan rapat koordinasi sebagal penyelesaian 
masalah kondisi existing • L.aporan analisa data 7 hart Kerangka Acuan Kerja 

5 Menelaah bahan rapat koordlnasi sebagal penyelesaian ♦ - j Kerangka Acuan Kerja 3 hart Kerangka acuan kerja yang telah 
masalah kondlsi existing disetujul 

~ -1 - Kerangka acuan kerja yang telah 

6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan lnstansi terkait • disetujul 
3hart Draft rumusan kebijakan Tim kerja sesual dengan 

- Surat undangan SKSekda 

7 Membuat rumusan kebijakan berdasarkan hasil rapat 
koordinasi r • - Narsum dll 

Draft rumusan kebljakan 7 harl Usulan rumusan kebljakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di bldang Adminlstrasi 

♦ 8 Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membertkan - ---· Usulan rumusan kebijakan 3hart Rumusan kebijakan (surat edaran) 
paraf untuk kemudian disetujul Sekda -

10 Menyampalkan rumusan kebijakan terkalt Admlnlstrasi 

= Rumusan kebiJakan (surat edaran) 3 hari Rumusan kebijakan (surat edaran) Terkait dengan SOP 
Kependudukan dan Pencatatan Sipll kepada sasaran Dlstribusi Surat 

Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Rumusan kebijakan (surat edaran) 30 hart Terkait dengan SOP Arslp 11 L.aporan kegiatan 
Dlnamis 

L - --, 

12 Mendokumentasikan / mengarslpkan kebijakan terkait l - Rumusan kebljakan (surat edaran) 
l hart Arsip rumusan kebijakan Terkait dengan SOP Arsip 

Admlnlstrasl Kependudukan dan Pencatatan Sipil - L.aporan keglatan Dlnamis 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 



Nomor SOP : 000.8.3.3/012.2/1934.18/2024 
/ ' SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan 4 Maret 2024 I 1 : 

Jt Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : A Maret 2024 
l 

Disahkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ;i!i~ : 
--1-t,h~,..-'tt--.. ~ 

Nama SOP : SOP Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidangAdministrasi Kependudukan dan catatan Sipil 

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara 1. 51 Semua Jurusan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil 

Kependudukan 4. Menguasai Microsoft Office 

Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan 
EVALUASI KEBUAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1. Laptop 

2.ATK 
3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Perinaatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terfibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS Analls Adminlstrasi 
Kepala Biro Tim Kerja Analis Kebljakan Kependudukan dan 

Catatan Sioil 

Mengumpulkan data pelaksanaan rumusan kebijakan 
1 dlbidang Admlnistrasl Kependudukan dan catatan Slpil yang 

telah ditindaklanjutl 
--

2 Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan kebljakan dibidang ~-Admlnlstrasi Kependudukan dan catatan Sipil I 

_J 

Mengusulkan hasil anallsa monitoring dan evaluasl t l 3 pelaksanaan rumusan kebljakan dlbidang Administrasl 
Kependudukan dan catatan Sipll untuk disetujul oleh 
Sekretarls Daerah I 

I 

I 

Berkoordlnasl dengan Perangkat Daerah terkalt evaluasl 
L~ -• - - -

5 pelaksanaan rumusan kebijakan dlbldang Admlnlstrasl - - - - --
Kependudukan dan catatan Sipil 

I 
Mengevaluasl dampak/manfaat dari pelaksanaan rumusan ·• 6 kebljakan dlbldang Administrasl Kependudukan dan catatan 
Slpll bagl masyarakat 

~ 

7 Mengusulkan notulen rapat koordinasi dengan perangkat ♦ daerah 
I 
L - -

8 Mendokumentasikan / mengarsipkan hasil analisa 
monitoring dan evaluasi 

Pengolah Data 

• __J 

t • 

MUlU BAKU 

Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output KET 

- Rumusan kebijakan (surat Data monitoring dan evaluasi Dilakukan melalui turun 
edaran) 30 hart pelaksanaan rumusan lapangan dan/atau 
- Form monitoring dan evaluasl kebijakan komunlkasi jarakjauh 

Data monitoring dan evaluasl 
30 hart Laporan analisa hasll 

pelaksanaan rumusan kebljakan monitoring dan evaluasl 

Laporan analisa hasll monitoring 
7 hart Hasil analisa monitoring dan 

dan evaluasi evaluasl 

Hasil anallsa monitoring dan Rapat koordlnasl dengan 7 hari evaluasl perangkat daerah terkalt 

Rapat koordinasl dengan 
1 hart Notulen hasil evaluasl perangkat daerah terkait 

Notulen hasil evaluasl 3 hari Nota dinas hasil evaluasi yang 
ditandatanganl 

Nota dinas hasll evaluasi yang 
1 hart Arsip laporan hasil evaluasl dltandatangani 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

luda 
'00805 199703 1 004 

_,,,, 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERMN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 



Nomor SOP 000.8.3.3/012.2/1934.15/2024 ~ : 
/ 1 SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 j _ ' Tgl. Revisi : 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : I tl- Maret 2024 llr1. 
~'-"'~ll --:~ ... Disahkan oleh : Keoala Biro Kesejahteraan Rakvat ~'t-♦ ~~'\ 

Nama SOP Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
4·tt-!!:..-"'• "-"v t 

: 
DasarHukum Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 1. Jenjang Pendidikan S1 Semua Jurusan 
Pembangunan Keluarga Berencana 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan 3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga 4. Menguasai Microsoft Office 

Keterkaitan: Peralatan / Perlengkaoan 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 2. SOP Distribusi Surat 2.ATK 5. Kamera 

3. Software 6. Jaringan internet 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan 
efisien 

Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 



PELAKSANA MlJTU BAKU 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 
Kepala Biro Tim Kerja Analis Pengendallan Penduduk 

Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output KET 
dan Keluarga Berencana 

- Kajian lsu strategls 
Database terkalt Pengendallan 

1 Mengumpulkan data terkait Pengendallan Penduduk dan .. - Kajian akademis 
30 har1 Penduduk dan Keluarga Keluarga Berencana - Data dari OPD Terkalt 

I 
- Data sebelumnya Berencana 

2 Menginventar1sasi data terkait Pengendalian Penduduk -- Database terkalt Pengendalian 
dan Keluarga Berencana Penduduk dan Keluarga 10 har1 Database terpilah 

Manganallsa penyeoao kona151 ex,:.ung utu,uang • 3 Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana di Jawa Database terpllah 14 hari Laporan anallsa data 
Tlmu, 

4 Menylapkan bahan rapat koordinasl sebagai penyelesalan • Laporan analisa data 7 har1 Kerangka Acuan Kerja masalah kondisi existing I 

5 Menelaah bahan rapat koordinasl sebagai penyelesaian ♦ - Kerangka Acuan Kerja 3 hari Kerangka acuan kerja yang masalah kondlsi existing telah disetujui 

1 - Kerangka acuan kerja yang 
6 Melaksanakan rapat koordlnasi dengan lnstansi terkalt • telah dlsetujul 

3 har1 Draft rumusan kebijakan Tim kerja sesual dengan 
- Surat undangan SK5ekda 
- N;irsum 1111 

7 Membuat rurnusan kebijakan berdasarkan hasil rapat 
f • Draft rumusan kebijakan 7 hari Usulan rumusan kebljakan koordlnasi 

Mengusulkan rumusan kebijakan di bidang Pengendallan ♦ j 
Rumusan kebijakan (surat 8 Penduduk dan Keluarga Berencana dengan memberikan Usulan rumusan kebijakan 3 hari 
edaran) paraf untuk kemudlan disetujui 5ekda 

~ ~ - , 

10 Menyampalkan rumusan kebijakan terkait Pengendalian • Rumusan kebijakan (surat 
3 hari Rumusan kebijakan (surat Terkait dengan SOP Penduduk dan Keluarga Berencana kepada sasaran edaran) edaran) Distribusl Surat 

11 Membuat laporan keglatan rapat koordinasi i {D]l~ Rumusan kebijakan (surat Terkalt dengan SOP Arsip ~· edaran) 30 hari Laporan kegiatan 
Dinamls 

L__ - -- -- ----- ~ 

MendokUmentaslkan / mengarsipkan kebijakan ter1<ait I - Rumusan kebijakan (surat 
Terkait dengan SOP Arsip 12 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana edaran) 1 hari Arslp rumusan kebijakan 
Dinamls - Laporan kegiatan 

KEPAlA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 



Nomor SOP : 000.8.3.3/012.2/1934.16/2024 
'} ' SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 

i 
Tgl. Revisi : 

• llr). 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : Li Maret 2024 

;: .. ?9 ~ Disahkan oleh : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 
.... ~~.~~'~, 

SOP Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Nama SOP : 
Berencana 

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang No. 52 Th. 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 1. S1 Semua Jurusan 

Pembangunan Keluarga Berencana 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Th. 2014 tentang Perkembangan 3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga 4. Menguasai Microsoft Office 

Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan 
EVALUASI KEBDAKAN DI BIDANG Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. Laptop 

2.ATK 
3. Software 
4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

Perinaatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS Analis Pengendalian 
KET Kepala Biro Tim Kerja Analis Kebijakan Penduduk dan Keluarga Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 

Berencana 

Mengumpulkan data pelaksanaan rumusan kebijakan - Rumusan kebijakan (surat 
Data monitoring dan Dilakukan melalui turun - edaran) 1 dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

- Form monitoring dan 30 hari evaluasi pelaksanaan lapangan dan/atau 
Berencana yang telah dltindaklanjuti - _J evaluasi rumusan kebijakan komunikasl jarak jauh 

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan kebijakan 

• Data monitoring dan evaluasi 
Laporan analisa hasll 2 dlbidang Pengendallan Penduduk dan Keluarga ,- - pelaksanaan rumusan 30 hari 

Berencana kebijakan monitoring dan evaluasi 

Mengusulkan hasil analisa monitoring dan evaluasi -• -pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang - -1 Laporan analisa hasil Hasil analisa monitoring 3 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana monitoring dan evaluasi 7 hari 

dan evaluasi 
untuk disetujui oleh Sekretaris Daerah 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait 
--- Hasil analisa monitoring dan Rapat koordinasi dengan 5 evaluasi pelaksanaan rumusan kebljakan dibidang - -- -- 7 hari 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I 
evaluasi perangkat daerah terkait 

.~ 
_, 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari pelaksanaan 
Rapat koordinasi dengan 6 rumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk 
perangkat daerah terkait 1 hari Notulen hasil evaluasi 

dan Keluarga Berencana bagi masyarakat 
~ 

7 Mengusulkan notulen rapat koordinasi dengan 
L ♦ Notulen hasil evaluasi 3 hari Nota dinas hasil evaluasi 

perangkat daerah yang ditandatangani 
I 
~ - .. 8 

Mendokumentasikan / mengarsipkan hasil analisa Nota dinas hasil evaluasi 
1 hari Arsip laporan hasil evaluasi monitoring dan evaluasi • yang ditandatangani 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1/ 



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 



NomorSOP 000.8.3.3/012.2/1934.18/2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR ITgl. Pe~~uatan ,- I - I 
Tgl. Rev1s1 

4 Maret 2024 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT !Tgl. Pengesahan 
Disahkan oleh 

Nama SOP 

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 
1. 51 Semua Jurusan 

Maret 2024 
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

SOP Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan 
Peremouan dan Perlindungan Anak 

1. Undang-Undang No. 23 Tahun. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 2. Memahami mekanisme perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
4. Permen PPPA No.13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 

3. Memahami mekanisme Isu-isu strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
4. Menguasai Microsoft Office 

Keterkaitan: I Peralatan / Perlengkapan 
-- --------

EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 
4. Printer 
s. Kamera 
6. Jaringan internet 

Peringa!c)n_ _ _ _ I Pencatatan dan Pendataan 

I
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan ISetiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disedi, 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 

NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS Analis Pemberdayaan 
KET Kepala Biro llm Kerja Analis Kebijakan Perempuan dan Pengolah Data Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 

Perlindungan Anak 

Mengumpulkan data pelaksanaan rumusan - Rumusan kebijakan (surat 
Data monitoring dan evaluasi Dilakukan melalui turun - edaran) 1 kebijakan dibldang Pemberdayaan Perempuan dan 

- Form monitoring dan 30 hari pelaksanaan rumusan lapangan dan/atau 
Perlindungan Anak yang telah ditindaklanjuti 

,--- . - - evaluasi kebijakan komunikasi jarak jauh 

Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan kebijakan 
•. , . 

Data monitoring dan evaluasi 
Laporan analisa hasil 2 dlbidang Pemberdayaan Perempuan dan ·-- - -----

pelaksanaan rumusan 30 hari 
Perlindungan Anak kebijakan monitoring dan evaluasl 

Mengusulkan hasil analisa monitoring dan evaluasi • pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang --- - ~ Laporan analisa hasil Hasil analisa monitoring dan 3 7 hari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • I monitoring dan evaluasi evaluasl 
untuk disetujui oleh Sekretaris Daerah 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkalt l - - --- -- Hasil analisa monitoring dan Rapat koordinasi dengan 5 evaluasi pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang 7 hari 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I evaluasi perangkat daerah terkait 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari pelaksanaan 

~ 6 rumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan 
r- - - Rapat koordinasl dengan 

1 hari Notulen hasil evaluasi Perempuan dan Perlindungan Anak bagi perangkat daerah terkait 
masyarakat 

7 Mengusulkan notulen rapat koordinasi dengan • Notulen hasil evaluasi 3 hari Nota dinas hasil evaluasi yang 
perangkat daerah dltandatangani 

~ - - -

• 8 Mendokumentasikan / mengarsipkan hasil analisa Nota dinas hasil evaluasi yang 1 hari Arsip laporan hasil evaluasi monitoring dan evaluasi • ditandatangani 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

/ 



a 
Nomor SOP : 000.8.3.3/012.3/1935.1/2024 
Tgl. Pembuatan : 4 Maret 2024 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR Tgl. Revisi : 
I---"'---------+---+--,.----------------------------~ 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 t-------------------------------------------~ ~ Disahkan oleh : Keoala Biro Keseiahteraan Rakvat 
• "'.•-.!~_,.r.,.,.. Nama SOP : Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan 

Dasar Hukum (tentanCJ ditulis) Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Jenjang Pendidikan 51 semua Jurusan 

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 5erta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
nmur; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

Keterkaitan: Peralatan / Perlenakaoan 
1. SOP Arsip Dinamis 1. Laptop 4. Printer 
2. SOP Dlstribusi Surat 2. ATK S. Kamera 

3. Software 6. Jarinaan internet 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tlclak berjalan dengan efektlf dan 5etiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
efisien 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis 
Pengolah Data Persyaratan / 

Waktu Output KEr 
Pendidikan Kelenakaoan 

- Kajian isu strategis 
1 Mengumpulkan data di bidang 

B!) - Kajian akademis 
30 hari Database di bidang 

Pendidikan - Data dari OPD Terkait Pendidikan 
- Data sebelumnya 

2 Menginventarisasi data di bidang 
. - - - CJ Database di bidang 

10 hari Database terpilah Pendidikan Pendidikan 

3 Manganalisa penyebab kondisi existing di EE Database terpilah 14 hari Laporan analisa data bidang Pendidikan di Jawa Timur . 

I 

Menyiapkan bahan rapat koordinasi - - ~- - l-'\!:1,,J 4 sebagai penyelesaian masalah kondisi f Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja 
existing • 

5 Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai ♦ Kerangka Acuan Kerja 3 hari Kerangka acuan kerja 
penyelesaian masalah kondisi existing yang telah disetujui 

- - Kerangka acuan kerja 
6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan yang telah disetujui 

3 hari Draft rumusan kebijakan Tim kerja sesuai dengan 
instansi terkait 

I - Surat undangan SKSekda 
- Narsum, dll 

7 Membuat rumusan kebijakan r - D Draft rumusan kebijakan 7 hari Usulan rumusan 
berdasarkan hasil rapat koordinasi 

' 

kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di • . Usulan rumusan Rumusan kebijakan 8 bidang Pendidikan dengan memberikan 
kebijakan 3 hari 

(surat edaran) paraf untuk kemudian disetujui Sekda l 

9 Menyampaikan rumusan kebijakan di ~-o Rumusan kebijakan 
3 hari Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 

bidang Pendidikan kepada sasaran (surat edaran) (Surat edaran) Distribusi Surat 

10 Membuat laporan kegiatan rapat - I I~ Rumusan kebijakan 
30 hari Laporan kegiatan Terkait dengan SOP Arsip 

koordinasi (surat edaran) Dinamis 



11 1
Mendokumentasikan / mengarsipkan 
kebijakan di bidang Pendidikan • - Rumusan kebijakan 

(surat edaran) 
- Laporan kegiatan 

1 hari IArsip rumusan kebijakanlT~rkai~ dengan SOP Arsip 
,D1namIs 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

M..n... 
Pembina utama Muda 

IIP. 19700805 199703 1 004 



Dasar Hukum: 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

Keterkaitan: 
1. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP Distribusi Surat 

Peringatan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan 
efisien 

NomorSOP 
IT~I. Pembuatan 
ITgl. Revisi 
ITgl. Pengesahan 
Disahkan oleh 

Nama SOP 
Kualifikasi Pelaksana: 
1. S1 Semua Jurusan 

Peralatan / Perlengkapan 
1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 

Pencatatan dan Pendataan 

000.8.3.3/012.3/1935.2/2024 
4 Maret 2024 

Maret 2024 
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan 

4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaringan internet 

-- ----

Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro llm Kerja Analls KeblJakan Analis Pengolah Data 
Persyaratan / 

Waktu Output 
KET 

Kelenakanan 

Mengumpulkan data pelaksanaan 
- Rumusan kebljakan 

Data monitoring dan Dllakukan melalui turun 
1 rumusan kebljakan di bldang Pendidlkan - (surat edaran) 30 harl evaluasi pelaksanaan lapangan dan/atau 

yang telah dltlndaklanjuti _J - Form monitoring dan 
rumusan kebljakan komunikasl jarak jauh 

r-- evaluasl 
I 

Data monitoring dan 
Menganallsa hasil pelaksanaan rumusan -•f:t:fa·11 Laporan analisa hasll 

2 
kebijakan di bldang Pendldikan 

evaluasi pelaksanaan 30 harl 
monitoring dan evaluasl 

I rumusan kebljakan 
Mengusulkan hasil analisa monitoring I 

3 
dan evaluasl pelaksanaan rumusan 

L • - -- --- - Laporan anallsa hasll 
7 harl 

Hasll anallsa monitoring 
kebijakan di bldang Pendidikan untuk I monitoring dan evaluasi dan evaluasl 
disetu1ul oleh 5ekretarls Daerah 

Berkoordinasl dengan Perangkat Daerah 
I 

Rapat koordlnasi 

~ Hasll anallsa monitoring 
4 terkalt evaluasl pelaksanaan rumusan 

dan evaluasl 
7 harl dengan perangkat 

kebijakan di bldang Pendldlkan I daerah terkalt 

- ' Mengevaluasl dampak/manfaat darl 

ESb 
Rapat koordlnasi 

5 pelaksanaan rumusan kebijakan di 
• 

dengan perangkat lharl Notulen hasll evaluasi ' 

bidang Pendidlkan bagl masyarakat _J daerah terkalt 
-

Mengusulkan notulen rapat koordlnasl -• Nota dlnas hasil 
6 Notulen hasll evaluasl 3 harl evaluasl yang 

dengan perangkat daerah dltandatangani 
~ 

Mendokumentaslkan / mengarslpkan I Nota dlnas hasll Arslp laporan hasil 
7 evaluasi yang 1 harl 

hasil anallsa monitoring dan evaluasi ditandatangani evaluasl 
. 

,IRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

--



DasarHukum: 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
2. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsl Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Nornor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Ungkungan Pemerintah Provins! dan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat 
Bidang Kesehatan. 

Keterkaitan: 
1. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP Distribusi Surat 

Peringatan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan keglatan tidak berjalan dengan efektif dan 
efisien 

NomorSOP 000.8.3.3/012.3/1935.3/2024 
IT_gl. Pembuatan 4 Maret 2024 
IT_gl. Revisi 
ITgl. Pengesahan 
Disahkan oleh rat 
Nama SOP Perumusan kebljakan di bid~ng Kesehatan 
Kualifikasi Pelaksana: 
1. Jenjang Pendidikan S1 Semua Jurusan 

Peralatan 
1. Laptop 4. Printer 
2. ATK 5. Kamera 
3. Software 6. Jaringan internet 
Pencatatan dan Pendataan 
Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja 
Analis 

Pengolah Data 
Persyaratan / 

Waktu Output 
KET 

Kesehatan Kelengkapan 

- Kajian isu strategis 

1 Mengumpulkan data terkait Kesehatan - - Kajian akademis 
30 hari 

Database terkait 
- Data dari OPD Terkait Kesehatan 

I - Data sebelumnya 

2 Menginventarisasi data terkait Kesehatan .. Database terkait 10 hari Database terpilah 
Kesehatan 

3 
Manganalisa penyebab kondisi existing di D Database terpilah 14 hari Laporan analisa data 
bidang Kesehatan di Jawa Timur 

Menyiapkan bahan rapat koordinasi -4 sebagai penyelesaian masalah kondisi -- -- - -- . Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja 
existing i 

♦ 
I 

5 
Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai l Kerangka Acuan Kerja 3 hari 

Kerangka acuan kerja 
penyelesaian masalah kondisi existing yang telah disetujui 

I 

1.-.-

• - Kerangka acuan kerja 

6 
Melaksanakan rapat koordinasi dengan yang telah disetujui 

3 hari Draft rumusan kebijakan 
Tim kerja sesuai dengan 

instansi terkait I - Surat undangan SK Sekda 

I 
- Narsum, dll 

7 
Membuat rumusan kebijakan 

r - - Draft rumusan kebijakan 7 hari 
Usulan rumusan 

berdasarkan hasil rapat koordinasi • kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di ♦ Usulan rumusan Rumusan kebijakan 
8 bidang Kesehatan dengan memberikan kebijakan 

3 hari 
(surat edaran) 

paraf untuk kemudian disetujui Sekda L 

... 
9 Menyampaikan rumusan kebijakan b,: ,_· J◄ ) Rumusan kebijakan 

3 hari 
Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 

terkait Kesehatan kepada sasaran 
I( • . •. . 

(surat edaran) (surat edaran) Distribusi Surat 
I 

Membuat laporan kegiatan rapat I~'-"· ·J-~ Rumusan kebijakan 
Laporan kegiatan 

Terkait dengan SOP Arsip 
10 ·. · ', .. ( ,· . . 30 hari 

koordinasi 
ii'> • ,• 

(surat edaran) Dinamis 



l 

• - Rumusan kebijakan 
Terkait dengan SOP Arsip 11 Mendokumentasikan / mengarsipkan 

I (surat edaran) 1 hari Arsip rumusan kebijakan 
Dinamis kebijakan terkait Kesehatan • - Laporan kegiatan 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

-
. 19700805 199703 1 004 



Dasar Hukum: 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

I 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

10rganisasi, Uraian Tugas Dan Fungsl Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerlntah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang 
Kesehatan. 

IKeterkaitan: 
11. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP Distribusl Surat 

Nomor SOP 
1T_21. Pembuatan 
[T_gl. Revisi 
ITgl. Pengesahan 
Dlsahkan oleh 

Nama SOP 
Kualifikasi Pelaksana: 
1. 51 Semua Jurusan 

Peralatan / Perlengkapan 

1

1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 

Peringatan I Pencatatan dan Pendataan 

000.8.3.3/012.3/1935.4/2024 
4 Maret 2024 

Maret 2024 
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 

Evaluasi pela~naan kebijakan di bidan.2_ Kesehatan 

4. Printer 
S. Kamera 
6. Jaringan internet 

1 Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
Apablla SOP tidak dijalankan, akan menvebabkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif dan efisien 



PELAKSANA MU1\J BAKU NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 
Kepala Biro nm Kerja Analis Kebijakan Analis 

Pengolah Data Persyaratan / 
Waktu Output KEf 

Kesehatan Kelenakaoan 
Mengumpulkan data pelaksanaan - Rumusan kebijakan 

Data monitoring dan Dilakukan melalui turun 1 rumusan kebijakan di bldang Kesehatan - (surat edaran) 
30 hari evaluasi pelaksanaan lapangan dan/atau yang telah ditlndaklanjuti - Form monitoring dan 

rumusan kebijakan komunikasi jarak jauh r - -- lm,2f"=I 

2 Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan - Data monitoring dan 
Laporan analisa hasil - evaluasi pelaksanaan 30 hari kebijakan di bidang Kesehatan 

I rumusan kebijakan monitoring dan evaluasi 

Mengusulkan hasil analisa monitoring dan 

♦ 3 evaluasi pelaksanaan rumusan kebijakan Laporan analisa hasil 
7 hari Hasil analisa monitoring 

di bidang Kesehatan untuk disetujul oleh 
I monitoring dan evaluasi dan evaluasi ~krot2,1s n2erah '!' 

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah • Hasil analisa monitoring Rapat koordinasi 4 terkait evaluasl pelaksanaan rumusan 
dan evaluasl 7 hari dengan perangkat 

kebijakan di bldang Kesehatan daerah terkait 

Mengevaluasi dampak/manfaat dari r 
Rapat koordinasi 

5 pelaksanaan rumusan kebijakan di bidang ~ dengan perangkat 1 hari Notulen hasil evaluasi ~ 

Kesehatan bagi masyarakat daerah terkalt 

6 Mengusulkan notulen rapat koordinasl • Natulen hasll evaluasi 3 hari Nota dinas hasil evaluasi 
dengan perangkat daerah yang dltandatangani 

- - - -· ~ 

T 7 Mendokumentasikan / mengarsipkan Nota dinas hasil evaluasi 
1 hari Arsip laporan hasil 

hasil analisa monitoring dan evaluasi 

cj[) yang ditandatanganl evaluasi 

, 

,IRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

IMAM HIDAYAT. S.Sos. M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19700805 199703 1 004 



SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Dasar Hukum: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
2. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerlntah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 
SOsial. 

Keterkaitan: 
1. SOP Arsip Dinamis 
2. SOP Distribusi Surat 

Peringatan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan keglatan tidak berjalan dengan efektif dan 
efisien 

NomorSOP : I ooo.s.3.3/012.3/19~_._512024 
Tgl. Pembuatan : I 4 Maret 2024 
Tgl. Revisi : 
Tgl. Pengesahan : 4 Maret 2024 
Disahkan oleh : Kenala Biro Keseiahteraan Rakvat 
Nama SOP : Perumusan kebijakan di bidang Sosial 
Kualifikasi Pelaksana: 
1. Jenjang Pendidikan 51 Semua Jurusan 

Peralatan / Perlengkapan 
1. Laptop 
2.ATK 
3. Software 
Pencatatan dan Pendataan 

4. Printer 
5. Kamera 
6. Jaril}g_an internet 

Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terllbat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 



PELAKSANA MUTU BAKU 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Sosial Pengolah Data Persyaratan / 
Waktu Output 

KET 
Kelengkapan 

- Kajian isu strategis 

1 Mengumpulkan data di bidang Sosial C- E ) - Kajian akademis 
30 hari Database di bidang 

- Data dari OPD Terkait Sosial 
I - Data sebelumnya 

2 Menginventarisasi data di bidang Sosial ~ CJ Database di bidang 
10 hari Database terpilah Sosial 

3 Manganalisa penyebab kondisi existing di D Database terpilah 14 hari Laporan analisa data bidang Sosial di Jawa Timur 

Menyiapkan bahan rapat koordinasi 6 4 sebagai penyelesaian masalah kondisi ' ----- Laporan analisa data 7 hari Kerangka Acuan Kerja 
existing 

5 
Menelaah bahan rapat koordinasi sebagai 4> Kerangka Acuan Kerja 3 hari Kerangka acuan kerja 
penyelesaian masalah kondisi existing yang telah disetujui 

L - t--

~ 
- Kerangka acuan kerja 

6 Melaksanakan rapat koordinasi dengan yang telah disetujui 
3 hari Draft rumusan kebijakan Tim kerja sesuai dengan . 

instansi terkait - Surat undangan SKSekda 
- Narsum, dll 

7 Membuat rumusan kebijakan CJ Draft rumusan kebijakan 7 hari Usulan rumusan 
berdasarkan hasil rapat koordinasi a kebijakan 

Mengusulkan rumusan kebijakan di ♦ 
I 

Usulan rumusan Rumusan kebijakan 8 bidang Sosial dengan memberikan paraf 
kebijakan 3 hari 

(surat edaran) untuk kemudian disetujui Sekda , 
I 
'ff ,~, 9 Menyampaikan rumusan kebijakan di I Rumusan kebijakan 

3 hari Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP 
bidang Sosial kepada sasaran (surat edaran) (surat edaran) Distribusi Surat -
Membuat laporan kegiatan rapat I •· ' ] --(· 10 r , . • 

..... : ·: :=. 
koordinasi 

Rumusan kebijakan Terkait dengan SOP Arsip 30 hari Laporan kegiatan (surat edaran) Dinamis 



11 
Mendokumentasikan / mengarsipkan • - Rumusan kebijakan 

kebijakan di bidang Sosial 
(surat edaran) 

m - Laporan kegiatan 
. 

1 hari Arsip rumusan kebijakan Terkait dengan SOP Arsip 
Dinamis 

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19700805 199703 1 004 --



Dasar Hukum: 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! JAWA TIMUR 

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organlsasl, Uralan Tugas Dan Fungsl Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provins! Jawa Timur; 
3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Republlk Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar 
Operasional Prosedur DI Lingkungan Pernerlntah Provins! dan Kabupaten/Kota; 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Soslal; 
S. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Soslal. 

Keterkaitan: 
1. SOP Arslp Dlnamis 
2. SOP Distrlbusi Surat 

INomorSOP 
IT_g_l. Pembuatan 
T_g_l. Revisi 
T_gl. Pengesahan 
Disahkan oleh 

Nama SOP 
Kualiflkasi Pelaksana: 
1. Sl Semua Jurusan 

Peralatan / Perlengkapan 
1. Laptop 
2. ATK 
3. Software 

Peringatan I Pencatatan dan Pendataan 

000.8.3.3/012.3/1935.6/2024 
4 Maret 2024 

Maret 2024 
:epala- Biro KesejahteraanRakyat 

Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bldang Sosial 

4. Printer 
5. Kamera 
6. Jarlngan internet 

Setiap Staf/Panitia/Pejabat yang terllbat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan 
Apabila SOP tidak dijalankan, akan menyebabkan kegiatan tidak bertalan dengan efektif dan eflsien • 



PELAKSANA 
NO URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS 

Kepala Biro Tim Kerja Analis Kebijakan Analis Soslal 

Mengumpulkan data pelaksanaan 
1 rumusan kebljakan di bidang Soslal yang 

telah ditindaklanjuti -
Menganalisa hasil pelaksanaan rumusan ~-2 -
kebijakan di bldang Soslal 

Mengusulkan hasil analisa monitoring • 3 dan evaluasi pelaksanaan rumusan 
~~~ 

kebijakan di bldang Sosial untuk dlsetujul I oleh c:.,kretaris Daerah 'I' 

Berkoordlnasl dengan Perangkat Daerah I 

4 terkait evaluasl pelaksanaan rumusan l D kebiiakan di bidana Sosial . 

Mengevaluasi dampak/manfaat darl ~ -
5 pelaksanaan rumusan kebijakan di - - ... 

bidang Soslal bagi masyarakat I 

- . 

Mengusulkan notulen rapat koordinasi 

·-• 

6 
dengan perangkat daerah 

I -
Mendokumentasikan / mengarsipkan 7 
hasil anallsa monitoring dan evaluasi 

Pengolah Data 

• -

♦ 
• . 

MlJTU BAKU 
Persyaratan / 

Waktu Output Kelenakan2 n 
- Rumusan kebljakan 

Data monitoring dan (surat edaran) 
30 harl evaluasl pelaksanaan - Form monitoring dan 

rumusan kebijakan evaluasi 
Data monitoring dan 

Laporan analisa hasil evaluasl pelaksanaan 30 hari 
rumusan kebijakan monitoring dan evaluasi 

Laporan anallsa hasll 
7 hari Hasil anallsa monitoring 

monitoring dan evaluasl dan evaluasi 

Rapat koordinasi Hasil analisa monitoring 
7 hari dengan perangkat dan evaluasl 

daerah terkait 

Rapat koordinasl 
dengan perangkat 1 harl Notulen hasil evaluasi 
daerah terkait 

Neta dinas hasll 
Notulen hasll evaluasi 3 hari evaluasi yang 

dltandatangani 

Nota dlnas hasil 
Arslp laporan hasil evaluasi yang lhari 

dltandatangani evaluasl 

:o KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Pembina Utama Muda 
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